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Abstrak 
 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam 

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara atau 

Perekonomian Negara dan Penyalahgunaan Jabatan. Rumusan masalah yang 

diajukan yaitu apakah kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah 

dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan pengadilan 

tindak pidana korupsi?. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif. 

Penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Kemudian diolah 

sehingga didapatkan perolehan data-data yang komprehensif. Metode pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang disajikan dalam 

bentuk narasi berupa keterangan dan penjelasan tentang penelitian ini. Metode 

pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti ialah 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. 

Hasil studi menunjukan bahwa berdasarkan ke-10 (sepuluh) putusan pengadilan 

tindak pidana korupsi melalui pengadilan negeri Mataram bahwa kesengajaan 

ganda sebagai syarat turut serta telah diikuti oleh Hakim. Penelitian ini 

merekomendasikan pertama perlu bagi Hakim bukan hanya sebatas menyatakan 

bahwa seseorang itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana korupsi, melainkan bagaimana mengungkap kerja sama antar tiap pelaku 

peserta dalam kasus tindak pidana korupsi hal ini berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana. Kedua bahwa penentuan kedudukan atau 

kategorisasi antar pelaku bertujuan agar Jaksa atau Hakim tidak kesulitan 

meminta pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu 

bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana harus benar-benar 

memenuhi rasa keadilan bukan hanya sekedar bagi terdakwa, melainkan juga 

bagi masyarakat luas karena perkara tindak pidana korupsi menyangkut 

perampasan hak ekonomi serta sosial masyarakat karena merampas uang rakyat. 

 

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Turut Serta Melakukan, Kesengajaan Ganda
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi biasanya selalu 

melibatkan beberapa orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan secara 

bersama-sama secara melawan hukum dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan.
1
  

       Tindak Pidana Korupsi pada kenyataanya akan kesulitan jika dilakukan 

sendiri sehingga selalu melibatkan orang lain atau lebih dari seorang yang 

bekerja satu sama lain. Dalam perspektif hukum pidana dikenal penyertaan 

turut serta melakukan (medepleger). Pada perkara tindak pidana korupsi kerap 

kali menyangkutkan Pasal penyertaan, khususnya mengenai turut serta 

melakukan (medepleger) sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP.  

       Turut serta melakukan (medepleger) merupakan bentuk keterlibatan atau 

turut sertanya seseorang yang masing-masing melakukan suatu perbuatan baik 

secara fisik maupun psikis. Sehingga Hakim tidak hanya sebatas menyatakan 

bahwa seseorang itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai orang 

yang turut serta (medepleger), melainkan bagaimana mengungkapkan kerja 

                                                           

       
1
 Alifia Swatika Maharani, “Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi”,  

Vol 3 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm. 1311. 
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sama tiap peserta untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta dalam perkara 

tindak pidana korupsi. Disamping itu, penerapan ajaran turut serta dalam 

perkara tindak pidana korupsi ini untuk menjerat dan mengungkap pelaku lain 

yang turut terlibat, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban karena 

tanpa turut sertanya seseorang maka perbuatan tindak pidana tidak akan 

terjadi.
2
 

       Dengan demikian penerapan ajaran turut dalam perkara tindak pidana 

korupsi menimbulkan permasalahan hukum karena sulit diungkap hubungan 

yang kompleks terkait kedudukan atau kategorisasi tiap pelaku antara yang 

melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang turut 

melakukan (medepleger), dan yang membujuk melakukan (uitlokker). 

Perlunya penentuan kedudukan atau kategorisasi antar para pelaku ini 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tiap pelaku, karena jika tidak 

terungkap dengan jelas kedudukan para pelaku maka Jaksa maupun Hakim 

akan kesulitan meminta pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana 

korupsi.
3
 

       Berdasarkan dari data Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang tercatat 

dari tahun 2019-2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tercatat 

149 kasus. Diantaranya 37 kasus di tahun 2019, 26 kasus di tahun 2020, 21 

kasus di tahun 2021, 39 kasus di tahun 2022, dan 26 kasus di tahun 2023.
4
   

                                                           

        
2
  Harry Arfhan, “Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi”,  Vol 3 No. 1, Fakultas Hukum 

Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 35-36. 

       
3
  Basir Rohrohmana, “Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Vol 32 

No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, hlm. 211-212.  

        
4
 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-mataram.html , 

Diakses tanggal 1 Oktober 2023.  



3 

 

Dengan demikian berdasarkan jumlah kasus sebagaimana di atas memiliki 

karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian. Di 

samping itu lingkungan sekitar kerap kali menunjukkan tindak 

penyelewengan, penyalahgunaan baik untuk kepentingan diri sendiri, orang 

lain atau suatu korporasi sering terjadi dengan menyangkutkan beberapa 

orang atau lebih yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya dan 

politik. Sehingga penulis mengambil 10 (sepuluh) contoh putusan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk 

membandingkan apakah kesepuluh putusan tersebut penerapan ajaran turut 

serta telah dipertimbangkan secara cukup oleh hakim. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah 

dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan 

Pengadilan perkara Tindak Pidana Korupsi?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bahwa kesengajaan ganda sebagai 

syarat turut serta telah dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui 

putusan-putusan Pengadilan perkara Tindak Pidana Korupsi.  

D. Orisinalitas Penelitian 

       Skripsi ini di dasarkan pada penelitian yang fokus mencari tahu tepat 

tidaknya penerapan ajaran turut serta atau medepleger terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada 

penegakan hukum dalam pengungkapan kategorisasi atau kedudukan para 
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pelaku tindak pidana korupsi. Sepengetahuan penulis, sebelumnya sudah ada 

yang mengangkat penelitian mengenai penerapan ajaran turut serta, akan 

tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian yang diangkat 

oleh penulis.  

1. Skripsi oleh Laila Pitri dengan judul Hukuman Bagi Pelaku Penyertaan 

Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-

TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna). Prodi Ilmu 

Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh. Sehingga yang menjadi persamaan antara penelitian penulis 

dengan skripsi pertama terletak pada penyertaan tindak pidana korupsi. 

Sedangkan perbedaannya penulis berfokus pada penerapan ajaran turut 

serta terhadap putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada putusan Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan skripsi pertama 

berfokus pada hukuman bagi pelaku penyertaan tindak pidana korupsi 

penggelapan melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Banda Aceh.
5
 

2. Jurnal yang ditulis oleh Basir Rohromana dengan judul Penerapan Ajaran 

Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Airlangga. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di atas fokus penelitian yang dilakukan yaitu penerapan ajaran 

turut serta dalam tindak pidana korupsi. Sehingga yang menjadi persamaan 

antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada 
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penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus penulis pada putusan hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan 

penelitian sebelumnya putusannya melalui putusan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura.
6
 

3. Jurnal yang ditulis oleh Harry Arfhan, dengan judul Ajaran Turut Serta 

Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas fokus penelitian penerapan 

ajaran turut serta tindak pidana korupsi melalui putusan bebas Mahkamah 

Agung. Sehingga yang menjadi persamaan antara penelitian penulis 

dengan peneliti sebelumnya terletak pada penerapan ajaran turut serta 

dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus 

penulis pada putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan penelitian sebelumnya putusannya 

melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung. 
7
 

E. Tinjauan Pustaka 

       Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan satu orang atau lebih yang 

dikatakan sebagai pelaku peserta yang turut melakukan (medepleger). 

Undang-Undang tidak mengatur atau menjelaskan secara eksplisit seseorang 

untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta melakukan (medepleger). 

Akan tetapi, menurut MvT orang yang turut serta melakukan (medepleger) 
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adalah orang yang turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak 

pidana yang dilakukan dengan sengaja. 
8
 

Keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu 

surat dakwaan bukan sebagai unsur delik melainkan untuk meperluas 

pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu 

peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya 

hanya sebeagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, 

pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu 

diposisikan sebagagi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. 
9
 

 

1. Turut serta melakukan (medepleger) 

       Turut serta melakukan artinya ada lebih dari seorang yang bersepakat 

bekerja bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang didasarkan atas 

kesengajaan. Bentuk turut serta melakukan (medepleger) didasarkan atas 

dua kesengajaan, yakni : 

a. Kesengajaan untuk mengadakan kerja sama diantara para pelaku dalam 

mewujudkan suatu tindak pidana atau delik. Dalam artian, didasarkan 

adanya meeting of mind atau kesepakatan. Meeting of mind atau 

kesepakatan didasarkan atas : adanya kerja sama, perbuatan atas dasar 

kesengajaan, dan pembagian peran atas dasar kesepakatan.  

b. Kerja sama yang nyata dalam mewujudkan tindak pidana atau delik, 

pihak yang bersepakat untuk mewujudkan tindak pidana akan 

mendapatkan hukuman yang sama. 
10
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 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, “e-book”, 

hlm. 64-65.  
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 Mahrus Ali, Pidana Mati Berdasarkan Asumsi Kajian Putusan Perkara Ferdy Sambo dan 
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       Menurut Pompe ada 3 (tiga) kemungkinan untuk dapat dikatakan turut 

serta melakukan (medepleger) yaitu : 

 Tiap peserta memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana dan saling 

bekerja sama 

 Salah seorang memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana 

 Tidak seorang memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana 

seluruhnya, akan tetapi mereka bersama-sama mewujudkan rumusan 

tindak pidana.  

       Berdasarkan hal tersebut, turut serta melakukan (medepleger) tidak 

menitiberatkan pada semua unsur rumusan tindak pidana harus dipenuhi, 

akan tetapi menitiberatkan pada adanya kerja sama yang dikehendaki 

untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi 

dikatakan sebagai turut serta melakukan (medepleger) yakni : 

 Secara sadar melakukan kerja sama 

       Hal ini tidak mensyaratkan harus adanya suatu permufakatan 

terlebih dahulu, melainkan cukup pada adanya unsur saling pengertian 

tiap peserta pada saat dilakukannya perbuatan agar dicapainya suatu 

tujuan yang sama. Hal ini menitiberatkan pada adanya kesengajaan 

untuk bekerja bersama-sama. 

 Pelaksanaan perbuatan secara fisik 

       Hal ini menitiberatkan pada pelaksanaan perbuatan tiap peserta 

saling erat, meskipun antara perbuatan para peserta ini berbeda, akan 
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tetapi perbuatan para peserta didasarkan atas kehendak bersama 

sehingga menciptakan perbuatan pidana. 
11

 

       Penyertaan turut serta melakukan (medepleger) memiliki ciri-ciri yang 

membedakannya dengan bentuk penyertaan lainnya, yakni : melibatkan 

dua orang atau lebih dalam mewujudkan suatu perbuatan, adanya kerja 

sama fisik untuk mewujudkan perbuatan pidana yang terjadi, dan kerja 

sama fisik tersebut bukan didasarkan atas kebetulan semata melainkan 

didasarkan atas kesepakatan bersama yang sebelumnya telah direncanakan. 

Beberapa teori mengenai turut serta melakukan (medepleger) yaitu : 

1) Teori Obyektif ( de obyektieve deelnemings theorie) 

       Berdasarkan teori ini dikatakan sebagai turut serta melakukan 

(medepleger) yakni suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang. 

2) Teori Subyektif (de subyektieve deelnemings theorie) 

       Berdasarkan teori ini dikatakan sebagai turut serta melakukan 

(medepleger) apabila perbuatan pidana yang dilakukan didasarkan atas 

kehendak. 

3) Teori Gabungan (verenigings theorie) 

       Berdasarkan teori ini dikatakan sebagai turut serta melakukan 

(medepleger) dalam penerapan delik menggunakan teori obyektif 

karena lebih menitiberatkan pada akibat yang dilarang oleh undang-
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 Andi Sofyan, Nur Azisa, Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, 
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undang. Jika merujuk pada teori subyektif, maka yang dititikberatkan 

ialah kehendak untuk melakukan perbuatan pidananya. 
12

 

2. Korupsi 

       Korupsi diibaratkan layaknya penyakit kanker yang merusak jaringan 

tubuh yang membawa penderitaan dan berdampak pada perekonomian 

yang membahayakan tatanan masyarakat. Korupsi merupakan perilaku 

menyimpang dari norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat karena 

menyimpangnya suatu perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. 

Korupsi membawa dampak negatif karena mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat sulit untuk diwujudkan. 
13

 

       Korupsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi 

merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau sutu korporasi yang menyebabkan kerugian negara 

atau perekonomian negara.  

       Adapun bentuk-bentuk korupsi yang relevan dengan penelitian penulis 

ialah sebagai berikut : 

a. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara 

       Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

merupakan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
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 Herman Sitompul, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Vol 6 No. 2, Fakultas 

Hukum Universitas Mathla’ul Anwar, 2019, hlm. 114-118. 
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 Zeni Zaenal Mutaqin, Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas”, Ctk. Pertama, 

Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, “e-book”, hlm 1-2.  
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orang, penyelenggara negara, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara 

melawan hukum yang oleh hukum pidana dilarang.  

        Adami Chazawi mengatakan, bahwa kerugian bagi keuangan atau 

perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya 

tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, 

melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan 

memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Oleh karena 

kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang 

pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan 

kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan 

jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana 

materiil.  

 

       Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah 

dapat diartikan sebagai suatu kerugian seperti yang dialami seseorang 

di dalam suatu perusahaan, melainkan dikatakan kerugian negara atau 

perekonomian negara disebabkan adanya suatu perbuatan manakala 

perbuatan tersebut sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang 

secara melawan hukum.
14

 Secara melawan hukum dapat diartikan 

sebagai suatu perbuatan yang mencakup perbuatan melawan hukum 

secara formil maupun perbuatan melawan hukum secara materiil. 

Perbuatan melawan hukum secara formil mengandung arti bahwa 

tindak pidana korupsi tidak harus ada akibat yang ditimbulkan, 

melainkan dipenuhinya unsur-unsur sebagaimana dirumuskan di dalam 

peraturan perundang-undangan itu sudah cukup. Sedangkan perbuatan 

melawan hukum secara materiil mengandung arti bahwa perbuatan 

atau tindakan tercela dapat dipidana meskipun tidak diatur secara 
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khusus di dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan atau 

tindakan tersebut cukup dianggap tercela jika bertentangan dengan 

norma kehidupan sosial di dalam masyarakat dan menciderai rasa 

keadilan.
15

 

b. Penyalahgunaan Jabatan 

       Penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi merupakan 

delik pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah menjadi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan jabatan merupakan suatu 

tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan 

menggunakan kesempatan, kekuasaan, dan sarana karena jabatan yang 

ada pada dirinya. Tindak menyalahgunakan jabatan merupakan suatu 

perbuatan yang tidak etis karena tindak tersebut semata-mata dilakukan 

untuk kepentingan pribadi memperkaya diri sendiri atau orang lain 

dengan memanfaatkan serta menggunakan kesempatan yang ada 

menyimpangi dari ketentuan maksud dan tujuan pemberian 

kesempatan tersebut. 
16

 

       Penyalahgunaan jabatan dapat diartikan sebagai berikut : 

 Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan hak 

karena jabatan yang ada pada dirinya, hal ini mengandung arti 
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 Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia, Memahami Untuk Membasmi Buku 
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bahwa perbuatan dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang 

berlaku dalam artian melakukan suatu perbuatan tidak sebagaimana 

maksud dan tujuan dari pemberian hak tersebut.  

 Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu 

karena jabatan yang ada pada dirinya, hal ini mengandung arti 

bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat 

proses, urusan, atau kepentingan yang bersangkutan dengan 

memanfaatkan waktu yang ada agar dipermudah.  

 Menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan perlengkapan 

karena jabatan yang ada pada dirinya, hal ini megandung arti 

bahwa perbuatan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk 

mencapai maksud dan tujuan dengan memanfaatkan fasilitas atau 

perlengkapan yang ada. 
17

 

F. Definisi Operasional 

       Dalam memberikan batasan-batasan pada penelitian ini, penulis akan 

menguraikan definisi operasional sebagai berikut : 

1. Turut serta (Medepleger) 

       Medepleger dalam arti kata melakukan bersama-sama atau turut serta 

melakukan. 
18

 

2. Korupsi 
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 Nursya, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Ctk. Pertama, 
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       Korupsi memiliki arti penyuapan, penggelapan, penyogokan, 

melakukan tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung 

merugikan keuangan perekonomian negara dengan memperkaya diri. 
19

 

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin corruptio atau 

corruptus, menurut bahasa Inggris corruption, bahasa Belanda corruptie 

yang memiliki arti kebobrokan atau kerusakan. 
20

 

a. Keuangan Negara 

       Keuangan negara memiliki arti segala bentuk kekayaan yang 

dimiliki oleh suatu negara atau pemerintahan yang bersumber dari 

pendapatan pemerintahan, pinjaman dari hutang pemerintah, dan juga 

bersumber dari kebijakan fiskal dan moneter. 
21

 

b. Penyalahgunaan Jabatan 

       Penyalahgunaan jabatan memiliki arti menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, dan sarana yang dilakukan dengan tujuan 

tidak seperti yang diperuntukan. 
22

 

G. Metode Penelitian 

       Metode penelitian ialah suatu prosedur yang dipilih untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang akan diteliti di dalam penelitian. 

1) Tipologi Penelitian 

                                                           

       
19

 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Ctk. Pertama, Wipress, 
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       Tipologi penelitian ini ialah penelitian normatif atau penelitian 

doktrinal dengan mengkonsepsikan hukum sebagai hukum yang tertulis 

Law In Book dengan mengkaji peraturan hukum yang bersifat autoritatif 

yang meliputi nilai-nilai, norma-norma, dan putusan pengadilan. 

2) Pendekatan Penelitian 

       Penelitian ini sifatnya penelitian normatif, sehingga metode 

pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan 

pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu 

pendekatan yang mengkaji undang-undang yang dikaitkan dengan 

penelitian ini terkait penerapan ajaran turut serta dalam putusan perkara 

tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan untuk mempelajari, mengkaji implementasi norma atau 

kaidah hukum melalui kasus-kasus yang menjadi masalah yang sedang 

dihadapi melalui putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana 

korupsi di dalam praktik hukum. Sedangkan pendekatan konseptual 

merupakan suatu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep 

pemahaman yang dapat dimplementasikan untuk mengetahui bagaimana 

bentuk terlibatnya seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut 

serta dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.  

3) Fokus Penelitian 

       Fokus penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti 

dalam penelitian ini yaitu berupa kesengajaan ganda sebagai syarat turut 
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serta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi melalui putusan-putusan 

pengadilan tindak pidana korupsi. 

4) Bahan Hukum 

       Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis berkaitan dengan 

objek penelitian, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Mataram Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 2/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mtr, 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 31/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mtr, 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 34/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mtr, 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, 2/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Mtr, 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr, dan Putusan Nomor : 

5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. 

b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah literatur yang 

menjelaskan, mendukung bahan hukum primer seperti : buku-buku 

hukum, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. 
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c) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti : internet, 

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan kamus 

bahasa Inggris. 

5) Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal 

dari literatur seperti buku, jurnal, artikel dan sebagainya. 

6) Analisis Data 

       Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian 

bahan hukum yang diperoleh untuk disajikan dalam bentuk narasi berupa 

keterangan dan penjelasan, yang kemudian dikaji berdasarkan teori-teori 

hukum, pendapat para ahli juga argumentasi dari peneliti sendiri, dan 

pengambilan kesimpulan. 
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BAB II   

TINJAUAN UMUM TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA 

KORUPSI 

A. Turut Serta 

1. Pengertian Turut Serta 

       Sebagaimana ketentuan hukum pidana turut serta dapat diartikan 

dalam beberapa istilah seperti : Medepleger atau turut serta yaitu orang 

yang turut terlibat atau langsung ikut dalam pelaksanaan perbuatan 

(Moeljatno), turut serta (Utrecht), turut berbuat delik (Karni), turut campur 

dalam peristiwa pidana (Tresna), Deelneming (Belanda), Participation 

(Perancis), dan Complicity (Inggris). Menurut Satochid Kartanegara 

mengartikan ajaran turut serta (medeplegen) sebagai suatu perbuatan 

pidana atau delik menyangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. 
23

    

       Medeplegen juga diartikan sebagai turut serta melakukan dalam artian 

ikut bekerja untuk melakukan suatu perbuatan, bahwa seseorang dengan 

seseorang lain atau lebih melakukan tindak pidana atau perbuatan 

pidana.
24

 Secara teleologis istilah turut serta (medepleger) merujuk pada 

adanya kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih. Menurut Jonkers 

turut serta melakukan (medepleger) dapat diratikan sebagai pelaksanaan 

perbuatan pidana oleh beberapa orang didasarkan atas kerja sama yang 

disadari.
25

 Sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP bahwa yang dimaksud 
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Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 60. 
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dengan turut serta (medepleger) adalah orang yang tersangkut suatu 

peristiwa pidana yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dapat dijatuhi 

sanksi pidana akan tetapi, untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta 

maka tiap-tiap pelaku peserta harus memenuhi syarat sebagaimana 

ketentuan dalam KUHP. 
26

 

       Berdasarkan artian sempit turut serta (medepleger) pada awalnya 

disebut turut berbuat (meedoet) yang artinya bahwa tiap-tiap peserta 

masing-masing telah melakukan perbuatan pidana yang sama dan 

memenuhi rumusan tindak pidana. Akan tetapi, dalam artian luas bahwa 

turut serta (medepleger) diartikan bahwa perbuatan tiap-tiap peserta 

masing-masing tidak harus memenuhi semua unsur rumusan tindak 

pidana, dalam artian tidak mensyaratkan perbuatan tiap peserta harus sama 

dengan perbuatan seorang pembuat (dader) cukup memenuhi sebagian 

dari unsur rumusan tindak pidana. Sehingga, cukup atas dasar adanya 

kesengajaan pembuat pelaksana.
27

 

       Menurut Langemeijer menyatakan bahwa turut serta melakukan 

merupakan suatu perbuatan yang didasarkan atas kerja sama yang erat 

yang didukung oleh pelaku peserta, sehingga tindak pidana itu terjadi. 

Muhammad Ainul Syamsu menyatakan bahwa turut serta melakukan 

(medepleger) tidak mensyaratkan para pembuat tindak pidana atau tiap 
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pelaku peserta yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana untuk memenuhi 

rumusan delik.  

       Roeslan Saleh mengartikan bahwa “pengertian turut serta melakukan 

mengakibatkan pula ada kesimpulan mengenai pembuat bahwa dia 

tidak melakukannya sendirian. Harus ada orang lain yang turut 

melakukan perbuatan itu. Bukan pula orang lain harus dituntut. 

Mungkin saja ada beberapa peserta, tetapi hanya seseorang yang 

dituntut. Memang harus dibuktikan bahwa yang dituntut turut serta 

melakukan itu terjadi bersama satu orang atau lebih. Tidak pula harus 

diketahui siapa-siapakah itu. Mereka yang turut serta melakukan 

karenanya itu tidak perlu menjadi mereka yang turut serta sebagai 

tersangka”. 
28

 

 

       Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) orang yang turut serta 

melakukan (medepleger) dapat diartikan sebagai orang yang dengan 

sengaja turut melakukan atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. 

Sehingga, kualitas atau kedudukan tiap-tiap pelaku peserta tindak pidana 

adalah sama. 
29

 

2. Bentuk Turut Serta 
       Konstruksi turut serta (medepleger) dalam perspektif hukum pidana 

menyatakan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan yang 

sama dalam artian tiap-tiap peserta tidak boleh hanya melaksanakan 

perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya menolong. Hal ini yang 

membedakan pelaku peserta (medepleger) dengan pelaku yang hanya 

membantu sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP.
30

 

       Bentuk turut serta menurut Van Hamel dan Trapman mensyaratkan 

adanya suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur rumusan tindak 
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pidana. Dalam artian tiap-tiap pelaku turut serta memahami semua unsur 

rumusan tindak pidana secara sempurna. Van Hamel dan Trapman tidak 

membedakan mededaderschap dan medeplegen, hal ini dikarenakan setiap 

orang yang disyaratkan mewujudkan perbuatan (daderschap) secara 

sempurna. Akan tetapi, jika turut serta disyaratkan harus memenuhi semua 

unsur-unsur rumusan tindak pidana, maka bertentangan dengan tujuan 

ajaran penyertaan yakni menjangkau penghukuman kepada seseorang 

sebagai pelaku peserta yang tidak memenuhi semua unsur  rumusan tindak 

pidana. Pendapat Van Hamel dan Trapman yang menyatakan bahwa jika 

seseorang sebagai pelaku turut serta disyaratkan harus memenuhi semua 

unsuru rumusan tindak pidana, maka ajaran turut serta dalam konstruksi 

penyertaan hukum pidana menjadi tidak memiliki makna. Turut serta 

dalam konstruksi penyertaan akan memiliki makna jika perbuatan tiap-tiap 

peserta tidak harus memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, 

melainkan cukup pada perbuatan tiap peserta termasuk pada rencananya. 

       Bentuk turut serta menurut Simon sekalipun tidak disyaratkan harus 

memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, akan tetapi disyaratkan 

pelaku turut serta dengan pelaku materil memiliki kualitas perbuatan yang 

sama, dalam artian pelaku turut serta harus memiliki kualitas-kualitas 

perbuatan yang dimiliki oleh pelaku materil. Pelaku turut serta harus 

mempunyai perihal, sifat, dan kualitas (eigenschap) sebagai pembuat 

tindak pidana, meskipun tidak memenuhi semua unsur rumusan tindak 

pidana. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kualitas sebagai 
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pembuat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku turut serta, sekalipun 

menurut Simon kualitas perbuatan pelaku turut serta tidak harus sama 

dengan kualitas perbuatan pelaku materil, akan tetapi semua syarat 

sebagaiman ketentuan undang-undang harus dipenuhi semua oleh pelaku 

materil. 

       Bentuk turut serta menurut Van Hattum bahwa turut serta menurut 

sifatnya hanya sebatas pada perbuatan untuk melakukan tindak pidana saja 

tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana. Dalam artian, turut 

serta hanya merujuk pada bentuk perbuatan untuk mewujudkan tindak 

pidana yang dilakukan orang lain atau dalam arti lain turut serta merujuk 

pada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku turut serta untuk 

mewujudkan tindak pidana yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, 

pelaku turut serta hanya melakukan suatu perbuatan yang berhubungan 

erat dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku materiil sehingga 

mewujudkan tindak pidana.  

       Bentuk turut serta menurut Pompe bahwa turut serta merupakan 

seorang dengan yang lainnya melakukan serta melaksanakan perbuatan 

pidana. Sehingga, tiap-tiap pelaku turut serta tidak harus disyaratkan harus 

memenuhi semua unsur tindak pidana cukup sebatas perbuatan tersebut 

didasarkan pada kesengajaan antara pelaku turut serta dengan pelaku 

materiil menghendaki suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. 

Oleh karena itu, jika perbuatan tersebut tidak didasarkan atas kesengajaan, 

maka pelaku turut serta tidak dapat dipidana. 
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       Menurut Langemeijer “Sebagai salah satu bentuk penyertaan, turut 

serta tidak mensyaratkan adanya kualitas yang sama dengan pelaku 

materiil dan tiap-tiap orag yang bekerja sama tidak disyaratkan juga 

harus mewujudkan semua unsur tindak pidana. Semua unsur tindak 

pidana dapat dibagi oleh berbagai orang, tetapi harus dimungkinkan 

pula bahwa seorang pelaku turut serta telah melakukan perbuatan, 

yang menurut uraian tindak pidana merupakan perbuatan pelaksaan, 

sedangkan peserta lainnya melakukan perbuatan yang tidak 

merupakan perbuatan yang sesuai dengan uraian tindak pidana namun 

untuk pelaksanaan perbuatan yang pertama adalah sangat penting”.  

 

       Eksitensi dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam 

praktiknya bukan sebagai unsur delik yang harus dibuktikan, akan tetapi 

untuk memperluas para pelaku yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan 

ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam praktiknya 

memungkinkan untuk mengetahui atau menjerat pelaku yang lain 

walaupun perannya hanya sebagai orang yang ikut serta (peserta yang 

melakukan bersama-sama).
31 Ketentuan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP sebagai Pasal penyertaan harus dijelaskan atau diungkapkan peran 

masing-masing dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, dapat diukur 

tindakan yang dilakukan masing-masing peserta dan dapat melihat peranan 

masing-masing pelaku tindak pidana. Hal ini bertujuan agar tidak 

mengakibatkan dakwaan serta tuntutan menjadi tidak jelas atau kabur 

karena regulasi sendiri tidak mengatur dan menjelaskan syarat atau kriteria 

turut serta itu sendiri.
32
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       Di dalam sistem peradilan pidana bahwa keberadaan ajaran 

penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai bentuk 

perluasan untuk menentukan dapat dipidananya seseorang untuk dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana 

sebagaimana yang dimaksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa 

dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang terjadi 

baik sebagai orang yang turut serta, pembuat, pembujuk, maupun 

pembantu.
33

 Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi 

menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya memberantas tindak 

pidana korupsi serta memberi efek jera atas tindakan yang dilakukan 

karena sifat dari korupsi itu sendiri sebagai kejahatan yang luar biasa.
34

 

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku peserta memiliki 

kontribusi kuat sebagai bentuk keikutsertaan dalam mewujudkan tindak 

pidana karena tanpa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku turut serta, 

maka perbuatan pidana atau tindak pidana tidak akan terwujud dengan 

sempurna.
35

 

       Turut serta sebagai salah satu bentuk penyertaan (deelneming) dalam 

sifatnya dapat diartikan sebagai bentuk penyertaan (deelneming) yang 
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berdiri sendiri. Penyertaan (deelneming) yang berdiri sendiri dapat 

diartikan bahwa masing-masing pelaku peserta pertanggugjawaban pidana 

atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan dinilai atau dihargai 

sendiri-sendiri. 
36

 Sebagai ajaran Deelneming sebagaimana ketentuan Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdapat pada suatu tindak pidana (delict), 

apabila di dalam suatu tindak pidana (delict) menyangkut lebih dari 

seorang atau beberapa orang, sehingga harus dipahami bagaimana 

hubungan tiap-tiap peserta terhadap tindak pidana (delict). Macam-macam 

hubungan tiap peserta dapat diuraikan dalam bentuk : 

a) Beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana (delict) 

b) Mungkin hanya seorang saja yang memiliki kehendak dan 

merencanakan suatu tindak pidana (delict), akan tetapi tindak pidana 

(delict) tidak dilakukan sendiri melainkan mempergunakan orang lain 

untuk melaksanakan tindak pidana (delict) tersebut.  

       Syarat seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta 

melakukan perbuatan (medeplegen) : 

a) Apabila beberapa pelaku peserta itu melakukan sesuatu perbuatan yang 

oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman. 

b) Antara para pelaku peserta yang melakukan secara bersama-sama pada 

suatu perbuatan yang dilarang dan diancam harus didasarkan bahwa 

mereka bekerja bersama-sama. 
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       Sebagai sumber hukum pidana doktrin menegaskan bahwa syarat 

untuk adanya medepleger ialah : 

a) Harus adanya kerjasama secara fisik (pysiek samenwerking) 

       Kerjasama secara fisik didasarkan pada bahwa tiap peserta itu 

sama-sama melakukan perbuatan untuk mewujudkan tindak pidana 

dengan menggunakan kekuatan tenaga atau badan.  

b) Harus ada kesadaran (bewuste samenwerking) 

       Kesadaran didasarkan bahwa tiap peserta bekerja satu sama lain 

untuk melakukan tindak pidana. 

       Sementara itu, Hoge Raad merumuskan 2 (dua) unsur yang harus ada 

dalam medepleger yaitu : 

a) Antara para peserta harus ada kerjasama yang diinsyafi (bewuste 

samenwerking) 

b) Para peserta secara bersama-sama telah melaksanakan (gejammelijke 

uitvoering).
37

 

B. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

       Menurut bahasa latiain kata korupsi diartikan disebut sebagai Corrupti 

atau Corruptus secara harfiah dapat diartikan sebagai tidak jujur, 

kebusukan, kebejatan, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, serta 

tidak bermoral. Menurut bahasa Perancis Corruptio, Inggris Corruption 

atau Corrupt, dan Belanda Corruptive. 
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       Korupsi diibaratkan layaknya penyakit kanker yang merusak jaringan 

tubuh yang membawa penderitaan dan berdampak pada perekonomian 

yang membahayakan tatanan masyarakat. Korupsi merupakan perilaku 

menyimpang dari norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat karena 

menyimpangnya suatu perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. 

Korupsi membawa dampak negatif karena mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat sulit untuk diwujudkan.
38

 

       Korupsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi 

merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau sutu korporasi yang menyebabkan kerugian negara 

atau perekonomian negara. 
39

 Tindak pidana korupsi bersifat kejahatan 

yang luar biasa (extra ordinary crimes), hal ini dikarenakan sifatnya yang 

sitematik serta endemik yang berdampak sangat luas yang merugikan 

keuangan negara juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, 

sehingga penanganannya perlu upaya yang komprehensif dan didahulukan 

dibanding perkara lainnya. 
40

 Di samping itu, tindak pidana korupsi bukan 

hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga membawa dampak 

pada stabilitas penyelenggaraan negara, pemerintah, maupun masyarakat. 

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan karena perbuatan yang 
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dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum serta menyalahgunakan 

kewenangan, sehingga merugikan keuangan masyarakat.
41

 

       Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) korupsi dartikan sebagai perbuatan buruk, seperti : penerimaan 

uang sogok, penggelapan uang, dan lain sebagainya. Syeh Hussein Alatas 

menyatakan bahwa korupsi merupakan mengesampingkan kepentingan 

umum di bawah naungan kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran 

kesejahteraan umum dan tugas, pelanggaran terhadap norma, yang 

dilakukan dengan penghianatan, kerahasiaan, penipuan serta kebodohan 

yang mengakibatkan penderitaan yang dialami rakyat. Di samping itu, 

menurut para ahli mendefinisikan korupsi sebagai tindakan atau perbuatan 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara 

atau pejabat yang bertujuan untuk mencapai keuntungan suatu korporasi, 

orang lain maupun kepentingan diri sendiri.
42

 

       Dengan demikian, korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang paling 

serius (extra ordinary crimes) yang membahayakan stabilitas keamanan 

nasional serta keselamatan negara dan publik. Sehingga, segala bentuk 

kejahatan ekonomi harus dihukum berat disesuaikan dengan tingkat 

kejahatan yang dilakukan.
43
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2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi 

a. Merugikan Keuangan Negara 

       Merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak 

pidana korupsi secara regulasi diatur dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, tidak dijelaskan 

secara eksplisit sehingga menimbulkan problematika mengenai 

penafsiran arti dari kerugian negara. Regulasi mengenai kerugian 

keuangan negara juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 

Perbendaharaan Negara.  

       Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat 

berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Secara lebih detail pemaknaan kerugian negara kemudian dapat 

diturunkan ke dalam beberapa unsur, meliputi : 

a. Kerugian negara yaitu berkurangnya keuangan negara berupa 

uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau 

nilai yang seharusnya; 

b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan 

pasti jumlahnya atau degan kata lain kerugian tersebut benar-

benar terjadi dengan jumlah yang dapat ditentukan besarannya, 

dengan demikian kerugian keuangan negara tersebut 

merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian; 

c. Kerugian tersebut akibat dari perbuatan melawan hukum, baik 

sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat 

dibuktikan secara cermat dan tepat. 

 

       Kerugian keuangan negara dapat diartikan sebagai bentuk 

kerugian yang dialami secara riil atau benar-benar nyata yang jumlah 

kerugiannya dapat ditentukan besarannya. Kerugian yang nyata 

dialami oleh negara dapat dikategorikan sebagai delik materiil yang 
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mensyaratkan adanya  akibat atau kerugian dari suatu perbuatan pidana 

yang telah dilakukan yang dialami oleh negara yakni kerugian 

keuangan negara. Di samping itu, Undang-Undang tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa 

keuangan negara merupakan kekurangan surat berharga, uang, dan 

barang riil yang jumlahnya pasti  sebagai bentuk akibat dari perbuatan 

baik lalai maupun perbuatan secara melawan hukum.  

       Kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud di atas 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

      Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum  

melalukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).  

 

       Kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) terdiri 

dari beberapa unsur sebagai berikut :  

1) Setiap orang 

       Unsur setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berarti korporasi maupun 

orang perorangan. 

2) Melawan Hukum 

       Unsur melawan hukum bermakna sebagai unsur melawan 

hukum secara formil maupun unsur melawan hukum secara 
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materiil. Sifat melawan hukum secara formil memiliki arti bahwa 

secara yuridis diatur melalui undang-undang bahwa perbuatan 

diatur dan diancam pidana oleh hukum pidana. Sedangkan sifat 

melawan hukum secara materiil memiliki arti bahwa suatu 

perbuatan secara regulasi tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi 

perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai atau 

norma-norma yang ada di dalam masyarakat. 

3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

       Memperkaya memiliki makna perubahan atau bertambahnya 

kekayaan seseorang yang dinilai dari pengahasilannya dalam 

artian bertambahnya kekayaan seseorang akibat dari tindak 

pidana korupsi yang dilakukannya, sehingga kekayaannya 

mengalami perubahan atau bertambah. 

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

       Merugikan keuangan negara mencakup seluruh kekayaan 

yang dimiliki oleh negara baik yang sudah dipisah maupun yang 

tidak dipisah dalam bentuk apapun termasuk hak dan kewajiban 

yang timbul karena  : (a) berada dalam pengurusan, penguasaan 

serta pertanggungjawaban pejabat negara, (b) berada dalam 

pengurusan, penguasaan serta pertanggungjawaban Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, 

yayasan, dan perusaan yang bermodalkan keuangan negara, 
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maupun perusahaan yang bermodalkan pihak ketiga yang 

didasarkan atas perjanjian dengan negara. 

       Perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian 

yang secara sistematis yang didasarkan atas kebiajakan pemeritah 

sebagai usaha bersama didasarkan atas asas usaha masyarakat 

secara mandiri atau asas kekeluargaan yang semata-mata 

bertujuan untuk memberi manfaat, kemakmuran, dan 

kesejahteraan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. 

       Kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah).  

        

       Kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 3 terdiri dari 

beberapa unsur sebagai berikut : 

1) Setiap orang 

       Setiap orang yang dimaksud ialah pegawai negeri atau 

penyelenggara negara. Pegawai negeri adalah pegawai 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pegawai kementerian, 

pegawai departemen dan pegawai lembaga pemerintah non 

departemen, pegawai Kejaksaan Agung, pimpinan dan pegwai 
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sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Daerah tingkat II, 

pegawai pada komisi atau badan pembentuk undang-undang, 

pegawai perguruan tinggi negeri, keputusan presiden, sekretaris 

militer dan sekretaris kabinet, pegawai badan usaha milik negara, 

pegawai badan usaha milik daerah, pegawai Polisi Republik 

Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai 

peradilan, pimpinan dan pegawai pemerintah daerah daerah 

tingkat I dan II. Sementara penyelenggara negara ialah 

penyelenggara fungsi strategis pada penyelenggaraan negara 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu 

korporasi 

       Menguntungkan diartikan sebagai memperkaya, secara luas 

menguntungka dapat diartikan bukan hanya mendapatkan dari 

sesuatu yang sudah ada melainkan juga dari sesuatu yang tidak 

ada. Keuntungan tersebut menjadi tujuan dari tindak pidana 

korupsi yang dilakukan.  

3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan 

       Menyalahgunakan merujuk pada subjek pegawai negeri atau 

penyelenggara negara karena jabatan atau kewenangan yang 

melekat padanya sebagaimana ketentuan yang berupa 
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kewenangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak 

pidana korupsi. 

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

       Unsur ini sama dengan unsur dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 

ayat (1) bahwa kerugian negara dapat dimaknai tidak harus 

mensyaratkan adanya kerugian negara secara nyata (riil), 

melainkan kerugian yang berpeluang merugikan sebagaimana 

ketentuan hukum pidana korupsi. 
44

 

b. Penyalahgunaan Jabatan 

       Penyalahgunaan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari unsur-unsur 

sebagai berikut : 

Unsur-unsur Objektif 

1) Perbuatannya 

a. Menyalahgunakan kewenangan 

       Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan tidak dijelaskan 

secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum orang 

perorangan bukan badan hukum ataupun korporasi. Akan 

tetapi, kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum orang 

perorangan yang dimaksud erat kaitannya dengan jabatan yang 
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dimiliki oleh seseorang. Sehingga, subjek hukum orang 

perorangan tidak berlaku untuk semua orang melainkan yang 

memiliki jabatan atau kedudukan tertentu terutama pegawai 

negeri.  

       Kewenangan atau hak untuk melakukan suatu perbuatan-

perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

maksud dan tujuan dari pemberian jabatan atau kedudukan 

berdasarkan ketentuan hukum. Kewenangan itu timbul karena 

jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Sehingga, 

jabatan atau kedudukan harus dilaksanakan sesuai dengan 

maksud pemberian, jika bertentangan maka disebut 

menyalahgunakan. Menyalahgunakan merupakan suatu 

perbuatan yang sebenarnya seseorang itu berhak 

melakukannya, akan tetapi dilakukan secara salah, 

menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan tetapi 

bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya 

kedudukan atau kewenangan tersebut.  

        Menurut Indriyanto Seno Adji  berpendapat bahwa 

menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa 

yaitu : 

a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan 

kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada. 

b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan 

tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan. 

c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan 

menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan 

tertentu. 
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       Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan 

dapat ditinjau dari beberapa pandangan sebagai berikut : 

 Wujud perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hal 

menjalankan tugas jabatan 

       Jabatan yang diberi memiliki tugas dan kewenangan 

untuk menjalankannya karena tidak ada jabatan tanpa 

kewenangan. Untuk menjalankan tugas dan kewenangan 

yang ada pejabat memiliki kewajiban-kewajiban hukum 

yakni kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan 

kewajiban hukum untuk tidak berbuat yang oleh karena 

demikian harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Di 

samping itu, jika tidak diberikan kewajiban hukum maka 

tugas dan kewenangan yang diberikan dapat dilakukan 

semena-mena. 

       Penyalahgunaan jabatan pada dasarnya dapat diartikan 

sebagai suatu perbuatan dengan melanggar kewajiban 

hukum dalam melaksanakan kewenangan jabatan. 

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban 

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 

secara tertulis dan kewajiban hukum yang bersumber dari 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus 

termasuk di dalamnya meliputi moral dan etika.  

 Sifat melawan hukumnya perbuatan 
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       Bahwa pada dasarnya setiap perbuatan sudah 

ditentukan syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu 

perbuatan melawan hukum. Perbuatan seseorang dikatakan 

sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan 

tersebut melanggar syarat atau ketentuan sebagaimana 

yang diatur dan ditentukan dalam pertauran perundang-

undangan. Syarat yang dimaksud yakni ialah kewajiban 

hukum untuk melakukan sesuatu dan kewajiban hukum 

untuk tidak berbuat sesuatu. Setiap perbuatan 

penyalahgunaan kewenangan dengan sendirinya telah 

terdapat sifat melawan hukum. Sehingga, sifat melawan 

hukum tindak pidana melekat sebagai perbuatan 

menyalahgunakan sarana, kesempatan maupun 

kewenangan yang dimiliki.  

b. Menyalahgunakan kesempatan 

       Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang 

cukup yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 

melakukan suatu perbuatan tertentu. Oleh karena demikian, 

seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang ada 

padanya mempunyai peluang untuk melakukan suatu 

perbuatan-perbuatan tertentu atas dasar kedudukan atau 

jabatannya. Dalam hal seseorang memiliki peluang kemudian 

melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak 
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dilakukan dan perbuatan itu bertentangan, maka seseorang 

tersebut telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan 

atau jabatannya.  

c. Menyalahgunakan sarana 

       Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau 

digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sehingga, orang yang 

memiliki kedudukan atau jabatan juga memiliki alat atau sarana 

dalam kedudukannya digunakan dengan sebaik-baiknya 

melaksanakan tugas jabatan. Alat atau sarana yang ada pada 

dirinya karena jabatan semata-mata digunakan untuk 

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan hak dan kewajiban. 

Dengan demikian, tidak diperkenankan untuk melakukan suatu 

perbuatan di luar dari tujuan, hak serta kewajiban yang 

berhubungan dengan kedudukan atau jabatannya.  

2) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

       Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya memiliki 

arti yang tidak terlepas dari kewenangan, kesempatan atau sarana 

karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Sehingga, 

eksitensi kewenangan, kesempatan atau sarana harus ada 

hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Seseorang yang 

memangku jabatan atau kedudukan, maka oleh karena jabatan atau 

kedudukan tersebut timbulah kewenangan, kesempatan atau sarana 
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yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, jika jabatan atau 

kedudukan itu hilang, maka kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang dimiliki juga ikut hilang karena kewenangan, kesempatan 

atau sarana itu ada karena jabatan atau kedudukan. Penyalagunaan 

kewenangan, kesempatan atau sara tidak akan terjadi jika tidak ada 

jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.  

3) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

       Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1). Merugikan 

keuangan negara mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh 

negara baik yang sudah dipisah maupun yang tidak dipisah dalam 

bentuk apapun termasuk hak dan kewajiban yang timbul karena  : 

(a) berada dalam pengurusan, penguasaan serta 

pertanggungjawaban pejabat negara, (b) berada dalam 

pengurusan, penguasaan serta pertanggungjawaban Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, 

yayasan, dan perusaan yang bermodalkan keuangan negara, 

maupun perusahaan yang bermodalkan pihak ketiga yang 

didasarkan atas perjanjian dengan negara. 

       Perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian 

yang secara sistematis yang didasarkan atas kebiajakan pemeritah 

sebagai usaha bersama didasarkan atas asas usaha masyarakat 

secara mandiri atau asas kekeluargaan yang semata-mata 
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bertujuan untuk memberi manfaat, kemakmuran, dan 

kesejahteraan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Bahwa 

kerugian negara dapat dimaknai tidak harus mensyaratkan adanya 

kerugian negara secara nyata (riil), melainkan kerugian yang 

berpeluang merugikan sebagaimana ketentuan hukum pidana 

korupsi.
45

 

Unsur-unsur Subjektif 

1) Kesalahan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain 

atau suatu korporasi 

       Unsur kesalahan tindak pidana korupsi sebagaimana 

ketentuan Pasal 3 diartikan sebagai unsur batin yang melekat pada 

diri si pembuat (mens rea) dalam melakukan tindak pidana korupsi 

dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 

korporasi. Unsur tujuan dapat diartikan sebagai kesalahan sebagai 

maksud atau kesengajaan. Tujuan adalah suatu kehendak yang 

masih dalam pikiran saja. Tujuan jika dihubungkan dengan tindak 

pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 yakni bertujuan 

untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi 

dapat diartikan sebagai suatu kehendak yang tercela dan melawan 

hukum. Sifat melawan hukum pembuat untuk mencapai tujuan 

tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, 
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kesempatan atau sarana. Setiap menghendaki suatu perbuatan, 

untuk mencapai perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. 

Dengan demikian, di dalam kehendak dengan sendirinya 

mengandung sifat melawan hukum.  

       Unsur melawan hukum tidak dicantumkan dan dijelaskan 

secara eksplisit sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3, akan 

tetapi di dalam rumusan Pasal 3 terdapat unsur melawan hukum : 

 Melawan hukum objektif terletak serta melekat pada perbuatan 

menyalahgunakan kewenangan.  

 Melawan hukum subjektif terletak serta meleakat pada unsur 

menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi 

dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana karena jabatan yang ada padanya. 
46 

3. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam 

       Korupsi merupakan suatu perbuatan jahat yang bertentangan dengan 

maksud dan tujuan pemberian tugas resmi serta bertentangan dengan nilai 

kejujuran semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perspektif 

hukum Islam perbuatan korupsi diartikan sebagai suatu kejahatan dengan 

memakan harta benda milik orang secara tidak benar, sehingga 

bertentangan dengan keadilan (Al-Adl), akuntabilitas atau tanggungjawab 

(Al-Amanah) sebagai bentuk perbuatan pengkhianatan amanat atau 

mandat yang telah diberikan. Korupsi dikategorisasikan sebagai perbuatan 
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fasad yang merusak kelangsungan hidup menimbulkan kerusakan di bumi 

yang dikutuk oleh Allah SWT. Perilaku korupsi bertentangan dengan 

syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga 

akibat dari perbuatan koruptif menghambat kemaslahatan umat manusia.
47

 

Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 : 

ثمِْ وَانَْتمُْ  نْ اَ مْوَالِ النَّاسِ باِلاِْ امِ لِتأَكُْلوُْا فرَِيْقًا مِّ ا امَْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْباَطِلِ وَتدُْلوُْا بهَِآ اِلىَ الْحُكَّ وَلاَ تأَكُْلوُْٓ

 تࣖعَْلَمُوْنَ 

Artinya : Dan janganlah kamu memakan harta sesama di antara 

kamudengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu mengetahui.  

Juga Firman-Nya dalam Surah An-Nisa ayat 129 : 

ا انَْ تعَْدِلوُْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتمُْ فَلاَ تمَِيْلوُْا كُلَّ الْمَيْلِ فتَذَرَُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ وَانِْ تصُْلِحُوْا  وَلنَْ تسَْتطَِيْعوُْٓ

حِيْمًا َ كَانَ غَفوُْرًا رَّ ّٰp  َّوَتتََّقوُْا فَاِن  

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.  

       Dalam ayat di atas mengandung arti bahwa dilarang makan harta 

sesama dengan jalan batil atau cara yang tidak benar yaitu dengan cara 

menyogok atau menyuap pihak penguasa agar merubah pikirannya dan 

memenangkan perkaranya, sehingga ia dapat meguasai harta benda itu 

dengan memperkaya diri sendiri, korporasi atau orang lain secara 
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bertentangan dengan hukum syariah. Harta yang didapatkan dari hasil 

korupsi adalah haram sehingga menghalang terkabulnya do’a. 
48

 

       Hukum pidana Islam secara regulasi mengkategorikan korupsi sebagai 

Jarimah Takzir. Takzir menurut bahasa diartikan sebagai mashdar yang 

berasal dari kata “azzara” yang berarti menolak, mencela, menghukum 

sebagai salah satu bentuk penghukuman kepada pelaku takzir agar si 

terhukum tidak melakukan perbuatan yang sama, dan mencegah sebagai 

salah satu upaya preventif yang bertujuan sebagai pencegahan penyebab 

timbulnya tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya untuk 

meminimalisir korupsi. Di samping itu takzir juga dapat diartikan sebagai 

bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang berfungsi 

untuk memberi pelajaran kepada si pelaku sebagai upaya pendidikan dan 

pembinaan.
49

  

       Takzir merupakan jarimah yang tidak dijelaskan secara eksplisit baik 

bentuk perbuatannya maupun sanksinya di dalam Al-Qur’an dan Al-

Sunnah sehingga takzir secara regulasi berkaitan dengan hak Allah dan 

hak manusia secara pribadi. Sehingga yang menentukan bahwa perbuatan 

seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan takzir sepenuhnya ditentukan 

dan menjadi kewenangan hakim (Qadhi) atau penguasa setempat. Hakim 

(Qadhi) harus mengedepankan kaidah tasharruful imam alarra’iyati 

manuuthun alal mashlahah bahwa keputusan hakim (Qadhi) atau 
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penguasa bergantung kepada kemaslahatan umat. Hukuman bagi koruptor 

dalam konstruksi takzir berupa hukuman mati, penjara, denda, bahkan 

masuk dalam daftar orang tercela. 
50

 

       Hadist Nabi Muhammad Saw dalam konteks takzir hukuman bagi 

pelaku tindak pidana korupsi berupa pembinaan moral seperti tidak 

disahalatkan jenazah koruptor serta di akhirat akan mendapat siksa neraka. 

Konsep takzir berupa hukuman (uqubat) tergantung tingkat kejahatannya, 

dalam hal pemerintah telah mengatur regulasi mengenai batasan minimum 

dan maksimum maka harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh 

pemerintah sebagai salah satu bentuk ijtihad oleh pemerintah yang disebut 

Qanun.  

       Konsep penerapan hukuman mati dalam konstruksi Jarimah Takzir 

diterapkan untuk kasus-kasus tertentu yang disebut “al-qatl al-siyasi” 

seperti kasus terorisme, narkoba dan korupsi dengan menentukan 

hukumannya didasarkan prinsip kemaslahatan umum dan keadilan. Oleh 

karena itu kejahatan korupsi dalam konstruksi jarimah takzir sebagai 

kejahatan yang berat sehingga dapat dijatuhi hukuman mati yang oleh 

hukum islam dibenarkan sebagai uoaya efektif untuk menjaga 

kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Hal ini memperhatikkan nilai 

dasar kemanusiaan dengan lima lingkup : agama (al-din), jiwa (al-nafs), 

harta (al-mal), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasl).
51

 Penerapan dan 
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penegakan bagi pelaku takzir dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan 

melalui beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut : 

1. Preventif, berkaitan dengan penyebab timbulnya korupsi dengan tujuan 

untuk meminimalisir korupsi. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya 

untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam konstruksi 

takzir. 

2. Deduktif, berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sudah terjadi 

dan diketahui dalam waktu yang cepat, sehingga dapat pula 

ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. 

3. Represif, berkaitan dengan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak 

pidana dalam konstruksi Takzir. Hal ini sebagai salah satu bentuk 

upaya penanganan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam 

proses penegakan hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, 

penuntuntan sampai proses peradilan. 
52
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BAB III  

KESENGAJAAN GANDA SEBAGAI SYARAT TURUT SERTA 
 

A. Kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta dipertimbangkan 

secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan Pengadilan dalam 

Perkara Tindak Pidana Korupsi 

1. Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr 

a. Kronologis Perkara 

       Para Terdakwa, Terdakwa I Kaharudin S.Pd selaku PNS di 

Dinas Dikbudpora Terdakwa II Mukhlisin selaku Swasta. Para 

Terdakwa sekaligus sebagai Ketua dan Anggota Tim Pelaksana 

Rintisan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu di Desa 

Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora Nomor : 

042.2/385.c/Dikpora/2012 tanggal 30 Maret 2012. 

       Bahwa Para Terdakwa pada saat dilaksanakannya bimbingan 

teknik di Bandung pada Juni 2012 Terdakwa II Mukhlisin 

memberikan masukan kepada Terdakwa I Kaharudin bahwa jika 

dalam kegiatan pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu 

pembangunan dilaksanakan dengan mengikuti juklak atau juknis 

dari Kemendikbud RI dengan pagu anggaran RP. 800.000.000,- 

(delapan ratus juta rupiah) maka pembangunan tidak akan selesai 

dengan lokal bangunan yang akan dibangun terlalu banyak. 

Dengan demikian, Terdakwa I Kaharudin meminta Terdakwa II 

Mukhlisin untuk merubah RAB dan gambar bangunan. Para 
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Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair 

melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, bahwa sebagaimana Akad/Perjanjian Kerjasama 

tertanggal 24 Juni 2012 yang ditandatangani di Bandung Jawa 

Barat oleh PPK bersama Terdakwa I Kaharudin dan Team 

Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Para Terdakwa yang 

bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan fisik gedung 

PAUD yang dilakukan secara swakelola yang dilaksanakan selama 

120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 

2012-31 Desember 2012, sehingga pada awal bulan Januari 2013 

seharusnya sudah dilakukan PHO/FHO untuk diserahkan kepada 

PPK dan PPK yang menyerahkan kepada Pemda Kabupaten 

Sumbawa Barat; 

       Menimbang, bahwa setelah Bimbingan Teknik yang 

dilaksanakan di Bandung, Terdakwa I Kaharudin mendapat 

masukan dari Terdakwa II Muklisin jika pembangunan akan 

dilaksanakan mengikuti juknis dari kementrian dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), 

maka pembangunan tidak akan selesai karena lokal bangunan yang 
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akan dibangun terlalu banyak. Terdakwa I Kaharudin meminta 

Terdakwa II Mukhlisin untuk merubah RAB dan Gambar 

bangunan, setelah selesai dibuatkan oleh Terdakwa II Mukhlisin, 

selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa I namum tidak 

pernah mengirimkan RAB dan gambar tersebut Kepada PPK 

Pembangunan Gedung PAUD untuk dilakukan 

perubahan/adendum pekerjaan, yang berarti Para Terdakwa harus 

tunduk kepada MOU/Akad yang telah ditandatangani pada tanggal 

24 Juni di Bandung Jawa Barat; 

        

       Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 

sebagai batas akhir pelaksanaan pekerjaan bangunan PAUD tidak 

bisa terselesaikan secara sempurna dan kondisi bangunan yang 

sudah rusak dengan retakan pada tembok dihampir seluruh ruangan 

dan antara pilar dengan tembok menganga sampai 5 cm, sesuai usia 

bangunan jika dikerjakan secara profesional mengikuti spesifikasi 

dalam juknis/Juklak tidak akan mengalami kegagalan seperti 

kondisi bangunan saat ini yang totalitas tidak bisa dimanafaatkan 

atau digunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan sesuai 

dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli I B GIRI 

PUTRA, ST., MT menyimpulkan : adanya perbedaan 

kuantitas/volume terpasang. Pemeriksaan kuantitas beton struktur 

(kolom dan balok) pada Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD 
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Terpadu dengan Hammer Test menunjukkan bahwa mutu beton 

yang dikerjakan masih dibawa nilai mutu yang ditentukan. Hasil 

pemeriksaan kondisi bangunan PAUD Terpadu sudah tidak bisa 

dipakai sebagai sarana dan prasarana pembelajaran. 

       Menimbang, bahwa sesuai hasil Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara (PKN) atas Kasus dugaan Tindak Pidana 

Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Unit Gedung baru (UGB) 

PAUD Terpadu Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat Tahun 

anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Ahli UNGGUL RAJEV, 

S.ST Auditor Pertama Bidang Investigasi pada BPKP Perwakilan 

Provinsi NTB Nomor : LHAPKKN-368/PW23/5/2018 tanggal 23 

Juli 2018, menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 

782.020.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu 

rupiah); 

       Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini 

telah terjawab yakni Para Terdakwa sebagai Team Pelaksana 

Kegiatan pembangunan PAUD di Kecamatan Jereweh tidak 

melaksanakan/mempedomani Juklak/juknis yang dikeluarkan oleh 

Dirjen Paud Tahun 2012 dan Para Terdakwa telah melanggar 

Perjanjian/Akad yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2012 

sehingga bangunan tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian unsur “sebagai orang yang 
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melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah 

terpenuhi menurut hukum.
53

 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang 

terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2012 dilaksanakan 

pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu yang dananya 

bersumber dari program dana bantuan pembangunan unit gedung 

baru PAUD terpadu dari Dirjen PAUD dengan pagu Anggaran 

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta). Para Terdakwa 

selaku Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Rintisan Pembangunan 

Unit Gedung Baru PAUD Terpadu secara bersama-sama telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan 

atau mempedomani Juklak atau Juknis pembangunan gedung 

PAUD dan Para Terdakwa telah melanggar Perjanjian/Akad. 

       Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pelaksanaan 

pekerjaan bangunan PAUD yang dilaksanakan oleh para Terdakwa 

tidak bisa terselesaikan secara sempurna dan kondisi bangunan 

yang rusak dengan retakan pada tembok dihampir seluruh ruangan 

dan antara pilar dengan tembok menganga sampai 5 cm karena 

bangunan dikerjakan secara tidak profesional karena tidak 

mengikuti spesifikasi dalam Juklak atau Juknis sehingga bangunan 
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tidak dapat dimanafaatkan/digunakan untuk kepentingan belajar 

mengajar.
54

 

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Para 

Terdakwa selaku Tim Pelaksana Pembangunan Unit Gedung Baru 

PAUD Terpadu dalam hubungannya melakukan tindak pidana 

korupsi secara bersama-sama. Peran Para Terdakwa jelas berkaitan 

dengan kedudukan Para Terdakwa yang saat itu selaku Ketua dan 

Anggota Tim Pelaksana Rintisan Pembangunan Unit Gedung Baru 

(UGB) PAUD terpadu dalam perbuatan ini Para Terdakwa 

melakukannya bersama-sama dengan merubah RAB dan gambar 

bangunan. Para Terdakwa berkualitas sebagai turut serta 

melakukan tindak pidana (medepleger) berdasarkan 2 persyaratan 

yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa I Kaharudin 

dan Terdakwa II Mukhlisin didasarkan meeting of mind. 

2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-

sama (gezamenlijke uitvoering) dengan merubah RAB dan 

gambar bangunan. Bahwa pada saat dilaksanakannya 

bimbingan teknik di Bandung pada Juni 2012 Terdakwa II 

Mukhlisin memberikan masukan kepada Terdakwa I Kaharudin 

bahwa jika pembangunan akan dilaksanakan mengikuti juklak 
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atau juknis dari Kemendikbud RI dengan pagu anggaran RP. 

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) maka pembangunan 

tidak akan selesai dengan lokal bangunan yang akan dibangun 

terlalu banyak. Dengan demikian, Terdakwa I Kaharudin 

meminta Terdakwa II Mukhlisin untuk merubah RAB dan 

gambar bangunan. 

2. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr 

a. Kronologi Perkara 

       Terdakwa HASNAH merupakan PNS pada Dinas Peternakan 

Kabupaten Bima Tahun 2011 sekaligus bertindak sebagai 

Bendahara Gaji yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima 

Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 mengajukan 

Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) kepada Bank BPD NTB 

Cabang Bima untuk dua Nasabah atas nama Evi Rahmawati dan 

Rita Elmiati dengan mengatur dan menikmati dana atau uang 

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP bersama Saksi Evi 

Rahmawati, Saksi Rita Elmiati dan Saksi I GEDE LAKEN dan M. 

Ali Fajar. Terdakwa dalam mengajukan pinjaman oleh Saksi Evi 

Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati memalsukan serta menerangkan 

melalui surat pernyataan atau keterangan dengan cara menyimpang 

dengan maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati 

seolah-olah berdinas atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima 
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padahal Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati berdinas atau 

bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima.  

       Terdakwa telah terbutkti secara sah dan meyakinkan 

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan 

Subsidaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang bahwa antara lain adanya rangkaian perbuatan 

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKEN, M. Ali 

Jafar, Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati dengan cara 

telah mengusahakan, mengupayakan, dan membantu pencairan 

kredit terhadap ke-7 (tujuh) orang Saksi tersebut di atas dengan 

dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan), termasuk 

kepada Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati masing-

masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank 

NTB Cab. Bima, yang ternyata telah dilakukan dengan cara 

menyimpang dari ketentuan sebagaimana : UURI No. 7 Tahun 

1992 Pasal 33 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UURI No.10 

Tahun 1998, SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 

27/162/KEP/DIR tnggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban 

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi 
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Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 

huruf a dan Pasal 12 ayat (1), dan bertentangan dengan SOP PT. 

Bank NTB. 

       Menimbang, bahwa semua rangkaian perbuatan Terdakwa 

HASNAH bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKE, M. Ali 

Jafar, Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati tersebut 

merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat antara Terdakwa 

dengan saksi-saksi tersebut dalam perkara a quo. Oleh karena itu 

unsur “turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan 

meyakinkan.
55 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan yang 

terungkap di persidangan yakni bermula pada tahun 2011 saat 

Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Gaji pada kantor Dinas 

Peternakan Kab. Bima. PT. Bank NTB Cabang Bima dalam 

menjalankan usahanya yang secara khusus adalah urusan keuangan 

dengan program menawarkan Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) 

termasuk jenis kredit konsumtif yang diperuntukkan bagi PNS. 

Bahwa Terdakwa telah mengajukan untuk dua Nasabah atas nama 

Evi Rahmawati dan Rita Elmiati mendapatkan fasilitas pinjaman 
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Kredit Serba Guna (KSG) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah).  

       Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa 

pernah membantu 7 (tujuh) orang PNS yang kesemuanya tidak 

bekerja pada Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima untuk 

mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) pada Bank NTB 

Cabang Bima dengan dokumen persyaratan fiktif (palsu atau 

dipalsukan). Terdakwa bekerja sama dengan orang dalam (pejabat) 

Bank  NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan Bagian 

Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima). Dari 7 (tujuh) 

orang hanya ada 2 (dua) orang yang kreditnya macet yakni Saksi 

Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati, selain itu pembayarannya 

lancar sampai selesai.  

       Bahwa yang pertama kali mendapatkan Kredit Serba Guna 

secara fiktif melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima adalah 

Saksi Nurhayati selaku PNS Staff Sekda Kab. Bima. Kemudian 

berkembang cerita dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa bisa 

mengusahakan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB 

Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima. Dengan 

demikian perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara 

atau perekonomian negara sebesar Rp. 165.618.126,00 (seratus 
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enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua 

puluh enam rupiah.
56

 

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar 

serta Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati. Peran terdakwa 

jelas berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang saat itu selaku 

Bendahara Gaji pada Dinas Peternakan Kab. Bima dalam 

perbuatan Terdakwa bekerja bersama-sama dengan orang dalam  

pejabat Bank  NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan 

Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan 

tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni 

pengenalan nasabah. Kemudian kerja sama dengan Saksi Evi 

Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati dengan membuat dokumen 

persyaratan yang fiktif (palsu atau dipalsukan) menerangkan 

melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung 

lainnya dengan maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita 

Elmiati seolah-olah berdinas atau bertugas di Dinas Peternakan 

Kab. Bima padahal Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati 

berdinas atau bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima dengan 

masing-masing pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 
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(seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima, yang ternyata telah 

dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

Maka Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta 

melakukan (medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 

persyaratan yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi I 

GEDE LAKEN, M. Ali Jafar, Saksi Evi Rahmawati dan Saksi 

Rita Elmiati didasarkan meeting of mind. 

2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-

sama (gezamenlijke uitvoering) yakni dengan mengusahakan, 

mengupayakan, dan membantu pencairan kredit dengan 

dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan) 

menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta 

surat pendukung lainnya dengan maksud agar Saksi Evi 

Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati seolah-olah berdinas atau 

bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima padahal Saksi Evi 

Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati berdinas atau bertugas di 

Dinas Kesehatan Kab. Bima. Di samping itu perbuatan Saksi I 

GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar sebagai orang dalam pejabat 

Bank  NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan 

Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) 

dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas on 

the spot yakni pengenalan nasabah. 
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3. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr 

a. Kronologis Perkara atau Posisi Kasus 

       Para Terdakwa, Terdakwa I Evi Rahmawati, S.ST selaku PNS 

pada Pemerintah Kab. Bima berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Bima Nomor : 821.12/ 2308/BKD.2009 dan Terdakwa II Rita 

Elmiati, A.Mk selaku PNS pada Pemerintah Kab. Bima 

berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.12/118/ 

BKD.2008.  

       Para Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Bank NTB dan 

pinjaman tersebut macet. Setelah dilakukan verifikasi ditemukan 

bahwa proses pengajuan pinjaman telah menyalahi proses SOP di 

Bank NTB Cab. Bima dengan melakukan pemalsuan dokumen 

dalam pengajuan pinjaman. Para Terdakwa mengajukan pinjaman 

melalui Dinas Peternakan Kab. Bima sedangkan Para Terdakwa 

tidak sedang bertugas atau berdinas di Dinas Peternakan melainkan 

di Dinas Kesehatan Kab. Bima. 

       Para Terdakwa telah terbutkti secara sah dan meyakinkan 

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan 

Subsidaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 
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       Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di 

persidangan antara lain adanya rangkaian perbuatan para Terdakwa 

bersama-sama dengan Saksi Hasnah, I GEDE LAKEN dan M. Ali 

Jafar antara lain Para Terdakwa atas kerjasama dan dukungan dari 

Saksi Hasnah, Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jaffar dengan 

cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas 

telah menerima/menikmati fasilitas kredit masing-masing sebesar 

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank NTB Cab. 

Bima yang ternyata telah dilakukan dengan cara menyimpang dari 

ketentuan sebagaimana : UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) 

sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998, SK. Direksi 

Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tnggal 31 Maret 1995 

tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan 

Perkreditan Bank bagi Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI 

No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1), dan 

bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB. 

       Menimbang, bahwa semua rangkaian fakta hukum tersebut 

merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat antara Para 

Terdakwa dengan saksi Hasnah, Saksi I Gede Laken dan M. Ali 

Jafar dalam perkara a quo. Oleh karena itu unsur “turut serta 

melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
57
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c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum 

terungkap di persidangan yakni bermula pada tahun 2011 saat itu 

Terdakwa I Evi Rahmawati memperoleh fasilitas kredit Bank NTB 

Cab. Bima pada 24 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) melalui Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bima. Fasilitas 

kredit kedua Terdakwa I Evi Rahmawati ajukan pada 16 Juni 2011 

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Kantor 

Dinas Peternakan Kab. Bima. Dalam mengajukan fasilitas kredit 

kedua dibantu oleh Saksi Hasnah selaku Bendahara pada Kantor 

Dinas Peternakan Kab. Bima. Dokumen-dokumen persyaratan 

dibuat palsu seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja atau 

bertugas di Dinas Peternakan dibantu Saudara Irma berperan 

seolah-olah sebagai Terdakwa padahal Terdakwa bekerja atau 

bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima.  

       Bahwa di samping Terdakwa I Evi Rahmawati ada pegawai 

lain dari Dinas Kesehatan Kab. Bima yang ingin mengajukan 

kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan yaitu 

Terdakwa II Rita Elmiati dengan melakukan pemalsuan dokumen 

terhadap pengajuan pinjaman kredit ke Bank NTB Cabang Bima 

dengan meminta tolong kepada Saksi Indriyani, A.Md, Keb alias 

IIN untuk meniru tandatangan Terdakwa II Rita Elmiati, dan 

                                                                                                                                                               

 



60 

 

Terdakwa II mengajarkan kepada Saksi IIN. Perbuatan Para 

Terdakwa yang telah memperoleh fasilitas kredit di Bank NTB 

Cab. Bima telah menimbulkan kerugian keuangan Negara in casu 

PT. Bank NTB, sejumlah Rp. 165.618.126,00 (seratus enam puluh 

lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam 

rupiah). 
58

 

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Para 

Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi 

secara bersama-sama. Peran Para Terdakwa jelas berkaitan dengan 

kedudukan Para Terdakwa selaku PNS di Dinas Kesehatan yang 

mendapatkan fasilitas kredit dalam perbuatan Para Terdakwa 

bersama-sama dengan Saksi Hasnah, I GEDE LAKEN dan M. Ali 

Jafar melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan pinjaman. 

Para Terdakwa mengajukan pinjaman melalui Dinas Peternakan 

Kab. Bima sedangkan Para Terdakwa tidak sedang bertugas atau 

berdinas di Dinas Peternakan melainkan di Dinas Kesehatan Kab. 

Bima agar mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima 

dengan dibantu oleh Saksi Hasnah dengan cara memalsukan serta 

menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat 

pendukung lainnya seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja 
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atau bertugas di Dinas Peternakan. Sementara Saksi I GEDE 

LAKEN dan M. Ali Jafar sebagai orang dalam pejabat Bank  NTB 

Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan Bagian Analis dan 

Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan 

verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan 

nasabah. Maka Para Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut 

serta melakukan tindak pidana (medepleger). Kualitas medepleger 

ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi 

Hasnah, I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar didasarkan meeting 

of mind.  

2) Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara 

bersama-sama (gezamenlijke uitvoering) dengan menerima atau 

menikmati fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima 

dengan melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan 

pinjaman bahwa para Terdakwa tidak sedang bertugas atau 

berdinas di Dinas Peternakan melainkan di Dinas Kesehatan 

Kab. Bima dengan dibantu Saksi Hasnah dengan cara 

memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan atau 

keterangan serta surat pendukung lainnya seolah-olah 

Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja atau bertugas di Dinas 

Peternakan. Sementara Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar 
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sebagai orang dalam pejabat Bank  NTB Cabang Bima dan I 

GEDE LAKEN (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit 

Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan verifikasi 

berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan nasabah. 

4. Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr 

a. Kronologis Perkara atau Posisi Kasus 

       Terdakwa I GEDE LAKEN selaku Penyelia Kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah NTB Cabang Bima pada tahun 2006-2014 

berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB 

Nomor : SK/10.12/64/0644/2006 tanggal 08 Desember 2006. 

       Bahwa bermula saat Terdakwa menyuruh Saksi Nurhayati 

selaku PNS bertugas di Bagian Umum Setda Kab. Bima yang 

mendapatkan fasilitas kredit di PT. Bank BPD NTB untuk meminta 

bantuan kepada Saksi Hasnah selaku Bendahara Gaji di Dinas 

Peternakan Kab. Bima untuk mendapatkan Pinjaman Kredit Serba 

Guna (KSG) melalui Dinas Peternakan padahal Saksi Nurhayati 

tidak sedang berdinas atau bertugas di Dinas Peternakan melainkan 

di Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bima. Selain Saksi 

Nurhayati juga membantu beberapa Saksi yang tidak bekerja di 

Dinas Peternakan Kab. Bima untuk mendapatkan fasilitas 

Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) di Bank BPD NTB.  

       Terdakwa telah terbutkti secara sah dan meyakinkan 

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan 
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Subsidaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, bahwa adanya rangkaian perbuatan Terdakwa 

bersama-sama dengan M. Ali Fajar, Hasnah, Evi Rahmawati, Rita 

Elmiati dan pelaku lain Eka Triasna Wati, Suryadin, Yuyundari, 

Syarifudin dengan cara-cara menerima atau menikmati fasilitas 

kredit masing-masing dari Bank NTB Cab. Bima, yang ternyata 

telah dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan 

sebagaimana : UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) 

sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998, SK. Direksi 

Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tnggal 31 Maret 1995 

tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan 

Perkreditan Bank bagi Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI 

No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1), dan 

bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB. 

       Menimbang, bahwa selain itu akad-akad kredit sebagaimana 

yang telah disebutkan di atas ditandatangani oleh pemohon kredit 

tidak dilakukan dihadapan Pimpinan Cabang melainkan Pimpinan 

Cabang menandatangani setelah melihat ada paraf atau persetujuan 

dari Pejabat Analis dan Pejabat Penyelia, hal ini merupakan 
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pelanggaran terhadap kewajiban Pejabat Bank untuk melakukan 

verifikasi secara berjenjang sesuai azas on the spot yakni prinsip 

pengenalan nasabah, dengan demikian tanpa peran dari pimpinan 

cabang sebagai tempat finalnya proses kredit tersebut tidaklah 

mungkin kredit dapat dicairkan; 

       Menimbang, bahwa semua rangkaian fakta hukum tersebut 

merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat untuk melakukan 

tindak pidana. Oleh karena itu unsur “turut serta melakukan” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah 

terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
59

 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan yang 

terungkap dipersidangan dan yakni bermula pada tahun 2011 saat 

Terdakwa menjabat sebagai Penyelia Kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah NTB Cabang Bima pada tahun 2006-2014. 

Bahwa Terdakwa dan sdr. M. Ali Jafar (Alm) menyuruh Saksi 

Nurhayati untuk meminta bantuan kepada Saksi Hasnah selaku 

Bendahara Gaji di Dinas Peternakan Kab. Bima untuk keperluan 

mendapatkan Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) oleh Saksi 

Hasnah selaku Bendahara Gaji membuat formulir permohonan 

melalui Dinas Peternakan Pemerintah Kab. Bima seolah-olah Saksi 

Nurhayati bekerja di Dinas terkait. 
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       Bahwa untuk pengajuan pinjaman Saksi Evi Rahmawati dan 

Saksi Rita Elmiati telah diatur sedemikian rupa oleh Saksi Hasnah 

dengan cara memalsukan serta menerangkan melalui surat 

pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya dengan 

maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati seolah-

olah berdinas/bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima yang 

kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Sdr. M. Ali Jafar (Alm). 

       Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah 

menyalahi prosedur dan melanggar aturan SOP Bank BPD NTB 

karena tanpa melakukan Verifikasi Faktual dan on the spot 

sebelum permohonan tersebut disetujui. Bahwa akad-akad kredit 

sebagaimana yang telah ditandatangani oleh pemohon kredit tidak 

dilakukan dihadapan Pimpinan Cabang melainkan Pimpinan 

Cabang menandatangani setelah melihat ada paraf atau persetujuan 

dari Pejabat Analis dan Pejabat Penyelia, hal ini merupakan 

pelanggaran terhadap kewajiban Pejabat Bank untuk melakukan 

verifikasi secara berjenjang. Dengan demikian tanpa peran dari 

pimpinan cabang sebagai tempat finalnya proses kredit tersebut 

tidaklah mungkin kredit dapat dicairkan. Sehingga telah 

menimbulkan kerugian keuangan Negara in casu PT. Bank NTB 

sejumlah Rp. 165.618.126,00 (seratus enam puluh lima juta enam 

ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).
60
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d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama. Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan 

Terdakwa yang saat itu selaku Penyelia Kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah NTB Cabang Bima pada tahun 2006-2014 

dalam perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. Ali Jafar, 

Hasnah, Evi Rahmawati dan Rita Elmiati dengan cara-cara 

menerima dan menikmati fasilitas kredit masing-masing dari Bank 

NTB Cab. Bima yang ternyata telah dilakukan dengan cara 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan tidak melakukan 

verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan 

nasabah. Sementara perbuatan Saksi Hasnah, Saksi Rita Elmiati 

dan Saksi Evi Rahmawati membuat dokumen-dokumen 

persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan) dengan cara memalsukan 

seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja atau bertugas di 

Dinas Peternakan Kab. Bima. Maka Terdakwa berkualitas sebagai 

mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). 

Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi 

yakni : 

1) Terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan M. Ali 

Jafar, Hasnah, Evi Rahmawati dan Rita Elmiati didasarkan atas 

meeting of mind. 
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2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-

sama (gezamenlijke uitvoering) dan tujuan yang sama yakni 

menerima atau menikmati fasilitas kredit dari Bank NTB Cab. 

Bima dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas 

on the spot yakni pengenalan nasabah. Sementara perbuatan 

Saksi Hasnah, Saksi Rita Elmiati dan Saksi Evi Rahmawati 

membuat dokumen-dokumen persyaratan fiktif (palsu atau 

dipalsukan) dengan cara memalsukan seolah-olah Sakis Evi 

Rahmawati bekerja atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. 

Bima. 

5. Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr 

a. Kronologis Perkara atau Posisi Kasus 

       Para Terdakwa, Terdakwa I Drs. H. IRFUN selaku PNS pada 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima T.A 2010 sesuai S.K 

Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 dan Terdakwa II FIFI 

FARIDAH, S.Pd, M.Pd selaku mantan PNS pada Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Bima S.K Nomor : 

Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010. Para Terdakwa diangkat sebagai 

Pengarah dan Sekretaris Tim Verifikasi Pemberian Bantuan 

Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS dan Tunjangan Khusus 

Guru di lingkungan Kantor Kemenag tanggal 16 Februari 2010. 

       Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pejabat yang secara sadar 

dan sengaja bertindak dan berkepentingan dalam pelaksanaan 



68 

 

program tersebut telah melakukan perbuatan penyimpangan pada 

proses pembayaran tunjangan profesi Guru Non PNS dengan cara 

melakukan pemotongan tanpa dasar yang jelas dan secara sepihak. 

Jumlah potongannya bervariasi yang telah diatur sedemikian rupa 

dan sistematis dengan maksud untuk memperoleh kepentingan 

pribadi.  

       Para Terdakwa telah terbutkti secara sah dan meyakinkan 

melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan 

Subsidaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Fifi Faridah ketika 

menanggapi keterangan saksi para guru penerima bantuan 

menyatakan secara tegas tidak ada pemotongan dana bantuan 

namun pada saat Fifi Faridah dan H. Irfun memberikan keterangan 

pada akhirnya mengakui ada dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga 

puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pemotongan dana 

bantuan para guru yang uang sejumlah tersebut telah dibagi tiga 

yaitu jatah Drs. H. Yaman H. Mahmud sebagai Kepala Kantor 

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jatah H. 
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IRFUN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta jatah Fifi 

Faridah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 

       Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkeyakinan 

ada perintah dari Drs. H. Yaman H. Mahmud kepada Fifi Faridah 

dan H. Irfun untuk melakukan pemotongan dari jatah para guru 

yang menerima bantuan pada tahap I. Bahwa berdasarkan fakta 

yang terungkap di persidangan ternyata pembayaran tunjangan 

guru non PNS pada tahap II dilakukan pembayaran via rekening 

juga bermasalah karena setelah para guru mencairkan uang di Bank 

BNI Cabang Bima ada dana balik (kick back) dari para guru 

penerima bantuan kepada Fifi Faridah yang besarannya bervariasi 

yang diterima oleh Fifi Faridah di Kantor Kemenag Bima maupun 

dirumahnya; 

       Menimbang, bahwa saksi M. Taufan dipersidangan mengakui 

menyerahkan dana Rp. 9.000.000,- saksi Edi Surahman 

menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Ramlah Abdul 

Wahab menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Muntasir 

menyerahkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- saksi Ilham 

menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Neni Mariati 

menyerahkan dana  sebesar Rp. 10.395.000,- dan saksi Sirajudin 

menyerahkan dana sebesar Rp. 4.500.000,-. Kesemuanya 

menyerahkan kepada Fifi Faridah. Dengan demikian secara 

keseluruhan total dana yang diserahkan oleh para guru penerima 
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bantuan untuk tahap II kepada Fifi Faridah adalah sebesar Rp. 

44.480.000; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak 

terdapat peran dan tanggung jawab H. Yahman H. Mahmud dalam 

penyaluran dana bantuan pada tahap II yang melakukan, 

memerintahkan untuk melakukan atau turut serta melakukan kick 

back yang meminta kembali sebagaian dari dana yang telah masuk 

pada rekening para guru, dengan demikian tindakan tersebut hanya 

dilakukan oleh Fifi Faridah saja, adapun tanggung jawab Terdakwa 

hanya pada tahai I yang menerima fee dari pemotongan bantuan 

para guru sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan H. 

Irfun tidak terdapat peran dan tanggungnya dalam penyaluran dana 

bantuan pada tahap II tersebut oleh karena keterlibatan dan 

tanggung jawab H. Irfun hanya pada tahai I saja yang menerima 

fee dari dana bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 

       Menimbang, bahwa Fifi Faridah di persidangan tidak 

mengakui adanya kick back dana bantuan guru sebagaimana 

dipetimbaangkan di atas, sementara para saksi yakni para guru 

yang menerima bantuan tahap II (M. Taufan Dkk ) menerangkan 

para saksi tersebut menyerahkan dana kepada Fifi Faridah dan 

tidak pernah berhubungan dengan saksi H. Irfun maupun dengan 

Terdakwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan Fifi Faridah 

yang mengarahkan para guru untuk dilakukan kick back dana 
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bantuan Tahap II kepadanya tanpa ada perintah dari Drs. H. Yaman 

H. Mahmud maupun H. Irfun, keduanya tidak ada menerima 

bagian atau aliran dana bantuan Tahap II; 

       Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan peserta 

lain yakni Drs. H. Yaman H. Mahmud bekerja bersama-sama 

sedemikian rupa hingga melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur sebagai 

orang yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut 

hukum.
61

 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang 

terungkap di persidangan bahwa bermula pada tahun 2010 Para 

Terdakwa selaku Pengarah dan Sekretaris Tim Verifikasi atas 

pelaksanaan program pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru 

Raudlatul Athfal/Madrasah Non PNS yang bersumber dari 

anggaran pemerintah pusat (APBN) sebesar Rp. 648. 000.000,- 

(enam ratus empat puluh delapan juta). Bahwa pelaksanaan 

penyaluran pembayaran Tunjangan Khusus untuk Tahap I pada 

bulan Juli tahun 2010 kepada 25 (dua puluh lima) orang Guru Non 

PNS seharusnya dilakukan oleh Abdul Muis selaku bendahara, 

akan tetapi wewenang Abdul Muis ternyata diambil oleh Drs. H. 
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Irfun dan Fifi Faridah yang menyalurkan bantuan secara langsung 

kepada masing-masing guna menerima dana bantuan yang besaran 

jumlahnya sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan 

setelah itu diminta menandatangani daftar tanda terima untuk 

kelengkapan administrasi, namun faktanya jumlah yang tertera 

dalam daftar tanda terima yang ditandatangani oleh setiap Guru 

penerima bantuan adalah tidak sama dengan jumlah riil yang 

diterima yang mana seharusnya masing-masing Guru mendapatkan 

Tunjangan Khusus sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus 

ribu rupiah).  

       Dengan demikian telah terjadi pemotongan tanpa dasar secara 

sepihak yang besarannya bervariasi antara Rp. 500 s/d Rp. 3 juta 

dan pemotongan tersebut telah diatur sedemikian rupa dan 

sistematis sebelumnya yang dilakukan oleh Drs. H. Irfun dan Fifi 

Faridah, S.Pd., M.Pd. Bahwa ada dana sebesar Rp. 35.000.000,- 

(tiga puluh lima juta rupiah) yang dikumpulkan bersumber dari 

pemotongan dana bantuan para guru yang uang sejumlah tersebut 

telah dibagi tiga yaitu jatah Drs. H. Yaman H. Mahmud sebagai 

Kepala Kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 

dan jatah H. Irfun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta 

jatah Fifi Faridah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 

       Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 

ternyata pembayaran tunjangan guru non PNS pada tahap II 
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dilakukan pembayaran via rekening juga bermasalah karena setelah 

para guru mencairkan uang di Bank BNI Cabang Bima ada dana 

balik (kick back) dari para guru penerima bantuan kepada Fifi 

Faridah yang besarannya bervariasi yang diterima oleh Fifi Faridah 

di Kantor Kemenag Bima maupun dirumahnya. Bahwa tidak 

terdapat peran dan tanggung jawab Terdakwa I H. Irfun dalam 

penyaluran dana bantuan pada tahap II tersebut oleh karena 

keterlibatan dan tanggung jawab Terdakwa I H. Irfun hanya pada 

tahai I saja yang menerima fee dari dana bantuan sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah).
62

 

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama. Peran Para Terdakwa jelas berkaitan dengan 

kedudukan Para Terdakwa dimana Terdakwa I H. Irfun selaku 

Pengarah Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi 

Guru PNS/Non PNS dan Tunjangan Khusus sedangkan Terdakwa 

II Fifi Faridah selaku Sekretaris Tim Verifikasi Pemberian Bantuan 

Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS dan Tunjangan Khusus 

bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud 

melakukan pemotongan atas perintah Saksi Drs. H. Yaman H. 

Mahmud dalam Penyaluran Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi 
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Guru Non PNS tanpa dasar yang jelas secara sepihak yang 

nominalnya bervariasi. Maka Para Terdakwa berkualitas sebagai 

orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). 

Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa I H. Irfun, 

Terdakwa II Fifi Faridah dengan Saksi Drs. H. Yaman H. 

Mahmud didasarkan atas meeting of mind. 

2) Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara 

bersama-sama (gezamenlijke uitvoering) dengan melakukan 

pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan 

tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak 

atas perintah Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud. 

6. Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr 

a. Kronologis Perkara 

       Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD adalah Kepala 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima yang secara ex-officio 

juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan S.K 

Nomor : Kd.19.06/1/Kp.07.2/1823/2009 tanggal 31 Desember 

2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI tentang 

Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara 

Pengeluaran pada Kantor Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010. 
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       Bahwa Terdakwa dalam kegiatan penyaluran dana bantuan 

tunjangan Profesi Guru Non PNS di Madrasah telah melakukan 

penyimpangan proses pembayaran dengan memerintahkan kepada 

Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi Faridah untuk melakukan 

pemotongan jatah para guru yang menerima bantuan pada Tahap I 

sekaligus menerima bagian dari pemotongan sebesar Rp. 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sehingga jumlah yang tertera 

dalam daftar tanda yang ditandatangani oleh setiap Guru penerima 

bantuan adalah tidak sama dengan jumlah riil yang diterima yang 

mana seharusnya masing-masing Guru mendapatkan tunjangan 

khusus sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) 

terjadi potongan tanpa dasar yang jelas secara sepihak yang 

besarnya bervariasi antara Rp. 500 s/d Rp. 3 Juta yang potongan 

tersebut telah diatur sedemikian rupa dan sistematis oleh Saksi H. 

Irfun dan Saksi Fifi Faridah. Terdakwa didakwa sebagaimana 

dalam dakwaan subsidaritas melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 

18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) 

KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Fifi Faridah ketika 

menanggapi keterangan saksi para guru penerima bantuan 



76 

 

menyatakan secara tegas tidak ada pemotongan dana bantuan 

namun pada saat Fifi Faridah dan H. Irfun memberikan keterangan 

pada akhirnya mengakui ada dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga 

puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pemotongan dana 

bantuan para guru yang uang sejumlah tersebut telah dibagi tiga 

yaitu jatah dari Terdakwa sebagai Kepala Kantor sebesar Rp. 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jatah H. Irfun sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta jatah Fifi Faridah sebesar Rp. 

2.000.000,- (dua juta rupiah); 

       Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkeyakinan 

ada perintah dari dari Terdakwa kepada Fifi Faridah dan H. Irfun 

untuk melakukan pemotongan dari jatah para guru yang menerima 

bantuan pada tahap. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan ternyata pembayaran tunjangan guru non PNS pada 

tahap II dilakukan pembayaran via rekening juga bermasalah 

karena setelah para guru mencairkan uang di Bank BNI Cabang 

Bima ada dana balik (kick back) dari para guru penerima bantuan 

kepada Fifi Faridah yang besarannya bervariasi yang diterima oleh 

Fifi Faridah di Kantor Kemenag Bima maupun dirumahnya; 

       Menimbang, bahwa saksi M. Taufan dipersidangan mengakui 

menyerahkan dana Rp. 9.000.000,- saksi Edi Surahman 

menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Ramlah Abdul 

Wahab menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Muntasir 
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menyerahkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- saksi Ilham 

menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Neni Mariati 

menyerahkan dana  sebesar Rp. 10.395.000,- dan saksi Sirajudin 

menyerahkan dana sebesar Rp. 4.500.000,-. Kesemuanya 

menyerahkan kepada Fifi Faridah. Dengan demikian secara 

keseluruhan total dana yang diserahkan oleh para guru penerima 

bantuan untuk tahap II kepada Fifi Faridah adalah sebesar Rp. 

44.480.000; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak 

terdapat peran dan tanggung jawab H. Yahman H. Mahmud dalam 

penyaluran dana bantuan pada tahap II yang melakukan, 

memerintahkan untuk melakukan atau turut serta melakukan kick 

back yang meminta kembali sebagaian dari dana yang telah masuk 

pada rekening para guru, dengan demikian tindakan tersebut hanya 

dilakukan oleh Fifi Faridah saja, adapun tanggung jawab Terdakwa 

hanya pada tahap I yang menerima fee dari pemotongan bantuan 

para guru sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 

       Menimbang, bahwa terhadap H. Irfun tidak terdapat peran dan 

tanggungnya dalam penyaluran dana bantuan pada tahap II tersebut 

oleh karena keterlibatan dan tanggung jawab H. Irfun hanya pada 

tahai I saja yang menerima fee dari dana bantuan sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah); 
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       Menimbang, bahwa Fifi Faridah di persidangan tidak 

mengakui adanya kick back dana bantuan guru sebagaimana 

dipetimbaangkan di atas, sementara para saksi yakni para guru 

yang menerima bantuan tahap II (M. Taufan Dkk ) menerangkan 

para saksi tersebut menyerahkan dana kepada Fifi Faridah dan 

tidak pernah berhubungan dengan saksi H. Irfun maupun dengan 

Terdakwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan Fifi Faridah 

yang mengarahkan para guru untuk dilakukan kick back dana 

bantuan Tahap II kepadanya tanpa ada perintah dari Drs. H. Yaman 

H. Mahmud maupun H. Irfun, keduanya tidak ada menerima 

bagian/aliran dana bantuan Tahap II; 

       Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan 

bahwa Para Terdakwa dengan peserta lain yakni Drs. H. Yaman H. 

Mahmud bekerja bersama-sama sedemikian rupa hingga 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga 

dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan 

telah terpenuhi menurut hukum.
63

 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang 

terungkap di persidangan bahwa bermula pada tahun 2010 

Terdakwa selaku Kepala Kantor Kementerian Agama yang secara 
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ex-officio juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

berlangsung program kegiatan pemberian tunjangan Profesi Guru 

Non PNS bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS yang 

bersumber dari anggaran pemerintah pusat (APBN) sebesar Rp. 

648. 000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta). 

       Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah 

melakukan penyimpangan proses pembayaran Tunjangan Khusus 

Bagi Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Non PNS T.A 2010 untuk 

Tahap I pada bulan Juli tahun 2010 kepada 25 orang Guru Non 

PNS dengan memerintahkan kepada Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi 

Faridah untuk melakukan pemotongan jatah para guru yang 

menerima bantuan pada Tahap I dan Terdakwa sekaligus menerima 

bagian dari pemotongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta 

rupiah). Sehingga jumlah yang tertera dalam daftar tanda yang 

ditandatangani oleh setiap Guru penerima bantuan adalah tidak 

sama dengan jumlah riil yang diterima yang mana seharusnya 

masing-masing Guru mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp. 

8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) terjadi potongan 

tanpa dasar yang jelas secara sepihak yang besarnya bervariasi 

antara Rp. 500 s/d Rp. 3 Juta yang potongan tersebut telah diatur 

sedemikian rupa dan sistematis oleh Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi 

Faridah. 
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       Pada tahap II pembayaran tunjangan guru non PNS dilakukan 

via rekening juga bermasalah. Akan tetapi, tidak terdapat peran dan 

tanggung jawab Terdakwa dalam penyaluran dana bantuan pada 

tahap II. Terdakwa hanya pada tahap I saja yang menerima fee dari 

pemotongan bantuan para guru sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga 

puluh juta rupiah).
64

 

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama. Peran Terdakwa jelas berkaitan dengan 

kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kab. Bima yang 

secara ex-officio juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-

sama dengan Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi Faridah dengan dengan 

memberikan perintah kepada Saksi H. Irfun dan Fifi Faridah untuk 

melakukan pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan 

tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak. Maka 

Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan 

(medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan 

yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi 

H. Irfun dan Fifi Faridah didasarkan atas meeting of mind. 
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2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-

sama (gezamenlijke uitvoering) dengan memberikan perintah 

kepada Saksi H. Irfun dan Fifi Faridah untuk melakukan 

pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan 

tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak. 

7. Putusan Nomor : 15/Pid.sus-TPK/2020/PN.Mtr 

a. Kronologis Perkara 

       Terdakwa Mastur selaku Kepala Desa Kuripan Periode April 

2013 - Februari 2019 berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Kuripan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Lombok Barat, Nomor 1005/066/BPMPD/2013, tentang 

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kuripan 

Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Periode 2013–2019. 

       Bahwa Terdakwa selaku Pembina Team Pengelola Kegiatan 

(TPK) dan Saksi Johari selaku Sekretaris Team Pengelola Kegiatan 

(TPK) secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi. 

Sebagaimana dilakukan dengan cara Terdakwa Mastur dan Saksi 

Johari Maknun telah membuat laporan Surat Pertanggungjawaban 

tidak sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya 

karena sebagian nota pembelanjaan yang dilampirkan pada laporan 

surat pertanggungjawaban ADD maupun DD tahun 2015 dan 2016 

tersebut ada di buat atau di tulis sendiri notanya yang kemudian di 

sesuaikan dengan RAB yang telah disusun dan ditandatangani oleh 
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terdakwa tanpa melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, 

sehingga baik tanda tangan yang berkaitan nota-nota pembelian 

barang dan lain- lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak 

sesuai dengan riil atau kenyataan kegiatan yang ada dilapangan. 

       Terdakwa Mastur telah didakwaan oleh Penuntut Umum 

dalam dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. 

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan diperoleh fakta bahwa Desa Kuripan ada Menerima 

Dana Bantuan dari Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana 

Desa (DD) pada tahun 2015 dan 2016, dan saat itu terdakwa yang 

menjabat selaku Kepala Desa Kuripan priode 2013 sampai dengan 

2019; 

       Menimbang Bahwa kegiatan yang di danai oleh program ADD 

dan DD serta BHP selain terdakwa selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran yang membantu dan yang melaksanakan secara aktif 

saksi JOHARI MAKNUN, untuk pekerjaan fisik untuk tahun 

anggaran 2015 pada termin II diserahkan seluruhnya kepada saksi 

JOHARI MAKNUN selaku sekertaris TPK dan saksi JOHARI 
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MAKNUN yang melaksanakan kegiatan tesebut dan Terdakwa 

menyetujuinya, yang membuat RAB dan yang menyusun RAB 

adalah saksi JOHARI MAKNUN yang selanjutnya berdasarkan 

RAB tersebut dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh saksi 

JOHARI MAKNUN dibantu oleh saksi NUR SUSANTI selaku 

bendahara. Laporan Surat Pertanggung Jawaban tersebut tidak 

sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena 

sebagian nota pembelanjaan yang dilampirkan pada Laporan Surat 

pertanggung Jawaban ADD maupun DD tahun 2015 dan 2016 

tersebut ada di buat atau di tulis sendiri notanya yang kemudian di 

sesuaikan dengan RAB yang telah disusun dan ditandatangani oleh 

Terdakwa tanpa melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, 

sehingga baik tandatangan yang berkaitan nota-nota pembelian 

barang dan lain- lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak 

sesuai dengan riil / kenyataan kegiatan yang ada dilapangan, 

dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Sebagai 

orang yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi 

dan terbukti secara sah menurut hukum. 
65

 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang 

terungkap di persidangan bahwa pada tahun anggaran 2015 dan 
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2016 Desa Kuripan menerima Dana melalui Program Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP), bahwa 

dalam pengelolaan Terdakwa Kepala Desa Kuripan bersama-sama 

dengan Saksi Johari Maknun ternyata tidak dilakukan secara 

transparan, akuntabel, efisien dan tepat sasaran sehingga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

       Alokasi anggaran untuk kegiatan fisik, non fisik dan 

pembelian barang yang dilakukan olek Terdakwa bersama Saksi 

Johari Maknun ternyata tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan 

dalam RAPBDes dan RAB dan bahkan ada kegiatan yang sifatnya 

fiktif karena tidak pernah dikerjakan sehingga LPJ (Laporan 

Pertanggungjawaban) penggunaan uang DD/ADD dan Pajak Bagi 

hasil Desa Keuripan cenderung direkayasa dan bahkan kwitansi 

yang terlampir dalam LPJ tersebut cenderung fiktif dan 

menggunakan stempel bukti pengeluaran yang dipalsukan, dan 

dana DD/ADD Desa kuripan dilakukan peminjaman secara pribadi 

oleh Terdakwa.  

       Dalam pengelolaan dana DD/ADD dan dana hasil pajak 

periode tahun 2015/2016 di Desa Kuripan telah ditemukan fakta 

berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan NTB ditemukan 

adanya kerugian negara sebesar Rp. 677.875.290,62 (enam ratus 

tujuh puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus 

sembilan puluh koma enam puluh dua sen rupiah). Bahwa Saksi 
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Mastur dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Johari Maknun 

peranannya lebih aktif ketimbang terpidana Mastur, maka dengan 

mengambil alih pertimbangan tersebut maka sisa nilai kerugian 

negara sejumlah Rp.577.875.290,62 (lima ratus tujuh puluh tujuh 

juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh 

rupiah koma enam puluh dua sen).
66

 

d. Analisis  

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa 

selaku Kepala Desa Kuripan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama. Peran Terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan 

Terdakwa yang saat itu selaku Kepala Desa Kuripan dan sekaligus 

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Desa Kuripan. Maka Terdakwa 

berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan 

(medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan 

yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Johari 

Maknun. 

2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-

sama (gezamenlijke uitvoering) dengan memanipulasi nota 

pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pelaksaannya yang 

kemudian disesuaikan dengan RAB. Terdakwa Mastur 
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menadatanganinya sedangkan Saksi Johari Maknun yang 

membuat dan menyusun nota pembelanjaan. 

8. Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr 

a. Kronologis Perkara 

       Terdakwa Johari Maknun selaku Sekertaris Team Pengelola 

Khusus (TPK) Desa Kuripan tahun 2015 dan Selaku PTPKD Desa 

Kuripan Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa 

Kuripan Nomor 141/12/Pemt/2015. Dalam pelaksanaan kegiatan 

yang didanai oleh program ADD dan DD serta BHP terdakwa dan 

Saksi Matur telah membuat laporan surat pertanggungjawaban 

(SPJ) tidak sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan 

pelaksanaannya karena sebagian nota pembelanjaan yang 

dilampirkan pada Laporan Surat pertanggungjawaban ADD 

maupun DD tahun 2015 dan 2016 tersebut ada dibuat atau ditulis 

sendiri notanya yang kemudian disesuaikan dengan RAB yang 

telah disusun dan ditandatangani oleh Saksi Mastur tanpa 

melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, sehingga baik 

tanda tangan yang berkaitan nota-nota pembelian barang dan lain-

lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak sesuai dengan riil 

kegiatan yang ada dilapangan. 

       Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan 

Primair melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 

64 Ayat (1) KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Desa Kuripan ada 

menerima dana bantuan dari program Alokasi Dana Desa (ADD) 

dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 dan 2016, dan saat itu Saksi 

Mastur yang menjabat sebagai Kepala Desa Kuripan periode 2013-

2019 sedangkan Terdakwa Johari Maknun selaku Sekretaris TPK 

Desa Kuripan tahun 2015 dan Sekretaris PTPKD Desa Kuripan 

tahun 2016; 

       Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh 

program ADD dan DD serta BHP selain saksi Mastur selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran yang membantu dan yang melaksanakan 

secara aktif adalah Terdakwa Johari Maknun, untuk pekerjaan fisik 

untuk tahun anggaran 2015 pada termin II diserahkan seluruhnya 

kepada Terdakwa Johari Maknun selaku sekertaris TPK dan 

Terdakwa Johari Maknun yang melaksanakan kegiatan tesebut dan 

saksi Mastur menyetujuinya, yang membuat RAB dan yang 

menyusun RAB adalah Terdakwa Johari Maknun yang selanjutnya 

berdasarkan RAB tersebut dibuatkan surat pertanggungjawaban 

(SPJ) oleh Terdakwa Johari Maknun dengan diketahui oleh Saksi 
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Mastur selaku Kepala Desa kemudian surat pertanggungjawaban 

kegiatan tersebut diserahkan kepada saksi Nur Susanti selaku 

bendahara, sehingga yang menerima semua pembayaran adalah 

Terdakwa dan Saksi Mastur; 

       Menimbang, bahwa ternyata surat pertanggungjawaban 

tersebut tidak sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan 

pelaksanaannya karena sebagian nota pembelanjaan yang 

dilampirkan pada Laporan Surat pertanggungjawaban ADD 

maupun DD tahun 2015 dan 2016 tersebut ada dibuat atau ditulis 

sendiri notanya yang kemudian disesuaikan dengan RAB yang 

telah disusun dan ditandatangani oleh saksi Mastur tanpa 

melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, sehingga baik 

tanda tangan yang berkaitan nota-nota pembelian barang dan lain-

lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak sesuai dengan riil 

kegiatan yang ada dilapangan; 

       Menimbang, Bahwa dalam mengajukan dana untuk membiayai 

kegiatan yang dianggarkan melalui program ADD dan DD tahun 

2015 saksi Mastur selaku Kepala Desa untuk mengelola anggaran 

dan melaksanakan kegiatan tidak menyertai Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) maupun RAB, pengajuan dana tersebut tanpa 

sepengetahuan sekretaris Desa Lalu Marwan dan pengajuan dana 

dilakukan oleh Terdakwa secara lisan kepada bendahara tanpa 

mengacu pada aturan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan 
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menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa; 

       Menimbang, bahwa dari kegiatan yang dianggarkan melalui 

DD tahun 2015 yang dilaksanakan Terdakwa seperti pengadaan 

gawang futsal, beronjong dan talud pengadaan alat penggilingan 

bakso, pengadaan motor roda 3 (ambulance desa), plat beton 

jembatan dan pengadaan bak sampah tersebut tidak pernah dibahas 

dengan BPD dan tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBdes) tahun 2015 kegiatan tersebut dilaksanakan 

Terdakwa atas perintah saksi Mastur selaku Kepala Desa hanya 

percaya kepada Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa bertindak 

selalu mengatasnamakan Saksi Mastur Kepala Desa, tanpa 

melibatkan anggota team lainnya; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

teruraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah ternyata ada 

kerjasama atau rangkaian turut serta dalam melakukan perbuatan 

penyimpangan pengelolaan dana desa, dana alokasi desa dan dana 

bagi hasil pajak tahun 2015/2016 yang dilakukan oleh Saksi 

Mastur sebagai Kepala Desa Kuripan bersama Terdakwa selaku 

Sekretaris TPK dan akibat perbuatannya tersebut timbul kerugian 

negara sejumlah Rp.677.875.290,62 (enam ratus tujuh puluh tujuh 

juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh 
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rupiah enam puluh dua sen), sehingga unsur turut serta melakukan 

perbuatan dinyatakan telah terpenuhi.
67

 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang 

terungkap di persidangan bahwa pada tahun anggaran 2015 dan 

2016 Desa Kuripan menerima Dana melalui Program Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP), bahwa 

dalam pengelolaan Terdakwa selaku Sekretaris TPK tahun 2015 

dan Saksi Mastur selaku Kepala Desa Kuripan, ternyata tidak 

dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan tepat sasaran 

sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

       Alokasi anggaran untuk kegiatan fisik, non fisik dan 

pembelian barang yang dilakukan olek Terdakwa bersama Saksi 

Mastur ternyata tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 

RAPBDes dan RAB dan bahkan ada kegiatan yang sifatnya fiktif 

karena tidak pernah dikerjakan sehingga LPJ penggunaan uang 

DD/ADD dan Pajak Bagi hasil Desa Keuripan cenderung 

direkayasa dan bahkan kwitansi yang terlampir dalam LPJ tersebut 

cenderung fiktif dan menggunakan stempel bukti pengeluaran yang 

dipalsukan, dan dana DD/ADD Desa kuripan dilakukan 

peminjaman secara pribadi oleh Terdakwa.  

                                                           

       
67
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       Pengelolaan dana DD/ADD dan dana hasil pajak periode tahun 

2015/2016 di Desa Kuripan telah ditemukan fakta berdasarkan 

hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan NTB ditemukan adanya 

kerugian negara sebesar Rp. 677.875.290,62 (enam ratus tujuh 

puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan 

puluh koma enam puluh dua sen rupiah). Bahwa terpidana Mastur 

telah dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 

RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena dari kerugian negara 

sebesar Rp.677.875.290,62 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta 

delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh 

rupiah koma enam puluh dua sen) dinilai oleh Majelis Hakim 

bahwa Johari Maknun peranannya lebih aktif ketimbang terpidana 

Mastur, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka 

sisa nilai kerugian negara sejumlah Rp. 577.875.290,62 (lima ratus 

tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus 

sembilan puluh rupiah koma enam puluh dua sen) patutlah 

dibebankan kepada Terdakwa.
68

 

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya 

sebagaimana Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan 
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Terdakwa yang saat itu selaku Sekertaris Team Pengelola Khusus 

(TPK) Desa Kuripan tahun 2015. Maka Terdakwa berkualitas 

sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger). Kualitas 

medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi 

Mastur didasarkan meeting of mind. 

2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-

sama (gezamenlijke uitvoering) dengan melakukan manipulasi 

nota pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pelaksaannya 

untuk kemudian disesuaikan dengan RAB. Terdakwa yang 

membuat dan menyusun nota pembelanjaan, kemudian Saksi 

Mastur yang menadatanganinya. 

9. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr 

a. Kronologi Perkara 

       Terdakwa Kartono selaku Kepala Desa Lampok pada Tahun 

2018 dan 2019 dalam pengelolaan Dana Desa anggaran tahun 2019 

digunakan untuk membiayai pembangunan gedung serba guna 

yang berada di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten 

Sumbawa Barat. Dalam pembangunan gedung serba guna 

Terdakwa membentuk TPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Desa Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019 Tentang 

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. 

Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019. 
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       Bahwa Terdakwa secara melawan hukum memerintahkan 

kepada Saksi Irwin dan Saksi Tommy selaku Ketua dan Sekretaris 

TPK untuk melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung 

yang kemudian disesuaikan dengan RAB dalam menyusun 

Laporan Pertanggungjawaban hasil pembangunan gedung serba 

guna Desa Lampok. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 

dalam Dakwaan Subsidaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo 

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung 

serba guna tahun anggaran 2019 oleh Terdakwa telah dibentuk Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Surat Keputusan Kepala Desa 

Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019. Bahwa dalam 

pelaksanaan Pembangunan dikhususkan hanya untuk struktur 

bangunan saja dengan anggaran sebesar Rp 579,580,000,00 (lima 

ratus tujuh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); 

       Menimbang, bahwa untuk pembangunan gedung serbaguna 

tersebut Terdakwa melibatkan TPK dalam pelaksanaan 

Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut TPK bersama dengan 

saksi Supiran dengan sepengetahuan Terdakwa menunjuk 

Heriyanto (DPO) yang merupakan adik kandung dari saksi Iin 
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Parlina dan keponakan dari Terdakwa tanpa melalui mekanisme 

pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat desa sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang 

kemudian diubah melalui Peraturan Kepala LKPP No. 22 Tahun 

2015, pada lampiran bab III huruf C tentang Pelaksanaan dan 

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa akan 

tetapi untuk melakukan pekerjaan pembangunan gedung serba 

guna tersebut hanya dengan Surat Perjanjian Pembangunan 

Gedung Serbaguna Desa Lampok Kecamatan Brang Ene 

Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 09 Oktober 2019 dengan 

anggaran sebesar Rp 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh 

lima juta rupiah) tanpa jangka waktu dan tanpa schedule progress.  

       Untuk kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 

anggaran 2019 tersebut peran TPK hanya bersifat mengawasi 

pekerjaan dan membantu pembelanjaan material sedangkan untuk 

yang melaksanakan secara keseluruhan adalah Heriyanto dan 

anggaran sisanya sebesar Rp 84.580.000,- (delapan puluh empat 

juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk 

biaya konsultan perencana dan pajak ; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa 

Terdakwa menyarankan kepada Saksi Irwin dan Saksi Tomy 
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Nopriansyah selaku Ketua dan Sekretaris TPK bahwa untuk 

kegiatan pembangunan gedung serbaguna sebaiknya dibuat 

perjanjian agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Terdakwa 

sebagai Kepala Desa seharusnya mengarahkan kepada Saksi Irwin 

dan Saksi Tomy Nopriansyah agar dalam menjalankan tugasnya 

selaku Ketua dan Serketaris TPK mengacu pada Perka Perka LKPP 

No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang 

dan Jasa di Desa yang kemudian diubah melalui Perka LKPP No. 

22 Tahun 2015, pada lampiran bab III huruf C tentang Pelaksanaan 

dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 

bukan malah menyarankan untuk dibuat Surat Perjanjian yang 

mana didalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada batas waktu 

kapan pekerjaan selesai bahkan Terdakwa ikut tanda tangan 

sebagai yang Mengetahui atas isi Surat Perjanjian tersebut ; 

       Bahwa sebelum pekerjaan pembangunan gedung serba guna 

selesai, pada akhir tahun 2019 saudara Heriyanto pergi 

meninggalkan pekerjaan pembangunan gedung serba guna yang 

menjadi tanggungjawabnya dan tidak menyelesaikan pekerjaan 

pembangunan gedung serbaguna tersebut sehingga pekerjaan 

Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut dilaksanakan melebihi 

tahun anggaran 2019 padahal untuk pembayaran untuk kegiatan 
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tersebut sudah disetujui untuk dilakukan pembayaran oleh 

Terdakwa selaku Kepala Desa dan direalisasikan 100%.; 

       Bahwa oleh karena pada tahun anggaran 2019 pembangunan 

gedung serbaguna tersebut tidak selesai kemudian pekerjaannya 

dilanjutkan oleh adiknya Heriyanto dan selesai dikerjakan pada 

bulan Pebruari tahun 2020. Bahwa setelah pekerjaan pembangunan 

gedung serbaguna tersebut selesai, kemudian diserahterimakan dari 

Saksi Irwin selaku Ketua TPK kepada Terdakwa Kepala Desa 

melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 

930/03/TPK/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tanpa melihat 

kualitas fisik dari pekerjaan tersebut apakah benar-benar sesuai 

dengan perencanaan dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan 

guna melengkapi administrasi Laporan Pertanggungjawaban 

Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian saksi Irwin 

dan saksi Tomy Nopriansyah selaku TPK atas perintah dari 

terdakwa melalui saksi Supiran melakukan rekayasa nota-

nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ 

yang disesuaikan dengan Rincian Anggaran dan Biaya dan 

terhadap pembangunan gedung serbaguna tersebut telah 

diserahterimakan dari saksi Irwin selaku Ketua TPK kepada 

terdakwa selaku Kepala Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, 

Kabupaten Sumbawa Barat dan terdapat item pekerjaan yang 

belum 100% dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan RAB ; 
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       Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut diatas maka “perbuatan melakukan, menyuruh melakukan 

atau turut serta melakukan” yang sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum ; 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan fakta yang 

terungkap di persidangan bermula bahwa Terdakwa selaku Kepala 

Desa Lampok, Kec. Breng Ene, Kab. Sumbawa Barat 

melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pada 

Tahun 2019 Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa 

(APBDes). Pelaksaan pembangunan gedung serbaguna dilakukan 

tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa tingkat Desa. 

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan APBDes tidak 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang bertentangan 

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

Keuangan Desa karena Terdakwa memerintahkan kepada Saksi 

Irwin dan Saksi Tommy melakukan rekayasa nota-nota ata bukti-

bukti pendukung yang dilampirkan di LPJ disesuaikan dengan 

Rincian Anggaran dan Biaya sehingga bukti-bukti atau nota-nota 

tidak sah dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 
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Rp. 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh 

tiga delapan ratus empat puluh lima rupiah).  

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama. Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan 

Terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Desa Lampok dalam 

perbuatan bersama-sama dengan Saksi Irwin dan Saksi Tommy. 

Maka Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta 

melakukan (medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 

persyaratan yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi 

Irwin dan Saksi Tommy didasarkan meeting of mind. 

2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-

sama (gezamenlijke uitvoering) dengan merekayasa nota-nota 

atau bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ 

yang disesuaikan dengan RAB, serta pembuatan perjanjian 

pembangunan gedung serba guna Desa lampok yang tidak 

memuat batas waktu pengerjaan dan schedule pengerjaan. 

10. Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr 

a. Kronologi Perkara 

       Terdakwa I IRWIN alias VIRGA Selaku Ketua Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK) dan Terdakwa II TOMY NOFRIANSAH, S.Pi 
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selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok 

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lampok 

Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. 

Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019. 

       Bahwa dalam pembangunan Gedung Serba Guna Desa 

Lampok bertentangan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pedoman Tata Cara Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di 

Desa. Para Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menunjuk 

sepihak Heriyanto (DPO) tanpa melalui mekanisme pemilihan 

penyedia barang dan ajasa tingkat Desa untuk melakukan 

pekerjaan pemborongan hanya mengandalkan surat perjanjian 

pembangunan gedung serba guna yang dibuat tanggal 9 Oktober 

2019 dengan anggaran sebesar Rp. 495.00.000,- (empat ratus 

sembilan puluh lima juta) tanpa jangka waktu pengerjaan dan tanpa 

sepengetahuan Saksi Kartono selaku Kepala Desa Lampok. Untuk 

kepentingan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para Terdakwa 

atas perintah Saksi Kartono selaku Kepala Desa Lampok 

melakukan Rekayasa nota-nota/bukti-bukti yang kemudian 

disesuaikan dengan Rencana Anggara dan Biaya (RAB). 

       Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan 

Subsidaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 
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Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

       Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung 

serba guna tahun anggaran 2019 oleh Terdakwa telah dibentuk Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Surat Keputusan Kepala Desa 

Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019 dikhususkan hanya 

untuk struktur bangunan saja dengan anggaran sebesar Rp 

579,580,000,00 (lima ratus tujuh sembilan juta lima ratus delapan 

puluh ribu rupiah); 

       Menimbang, bahwa untuk pembangunan gedung serbaguna 

tersebut melibatkan TPK bersama dengan Saksi Supiran dengan 

sepengetahuan Terdakwa menunjuk Heriyanto (DPO) yang 

merupakan adik kandung dari saksi Iin Parlina dan keponakan dari 

Saksi Kartono selaku Kepala Desa tanpa melalui mekanisme 

pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat desa sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Akan 

tetapi, untuk melakukan pekerjaan pembangunan gedung serba 

guna tersebut hanya dengan Surat Perjanjian tanggal 09 Oktober 

2019 dengan anggaran sebesar Rp. 495.000.000,- (Empat ratus 

sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa jangka waktu dan tanpa 
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schedule progress. Peran TPK hanya bersifat mengawasi pekerjaan 

dan membantu pembelanjaan material sedangkan untuk yang 

melaksanakan secara keseluruhan adalah Heriyanto dan anggaran 

sisanya sebesar Rp. 84.580.000,- (delapan puluh empat juta lima 

ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya 

konsultan perencana dan pajak; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa 

saksi Kartono menyarankan kepada Terdakwa I Irwin alias Virga 

dan Terdakwa II Tomy Nopriansyah selaku Ketua dan Sekretaris 

TPK bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna 

sebaiknya dibuat perjanjian agar tidak menjadi masalah 

dikemudian hari. Saksi Kartono sebagai Kepala Desa seharusnya 

mengarahkan kepada Terdakwa I Irwin alias Virga dan Terdakwa 

II Tomy Nopriansyah agar dalam menjalankan tugasnya selaku 

Ketua dan Serketaris TPK mengacu pada Pedoman Tata Cara 

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa bukan malah menyarankan 

untuk dibuat Surat Perjanjian yang mana di dalam Surat Perjanjian 

tersebut tidak ada batas waktu kapan pekerjaan selesai bahkan ikut 

tandatangan sebagai yang mengetahui atas isi Surat Perjanjian 

tersebut ; 

       Menimbang, bahwa sebelum pekerjaan pembangunan gedung 

serba guna selesai, pada akhir tahun 2019 saudara Heriyanto pergi 

meninggalkan pekerjaan pembangunan yang menjadi 
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tanggungjawabnya dan tidak menyelesaikan pekerjaan 

pembangunan gedung serbaguna tersebut sehingga pekerjaan 

Pembangunan tersebut dilaksanakan melebihi tahun anggaran 2019 

padahal untuk pembayaran untuk kegiatan tersebut sudah disetujui 

untuk dilakukan pembayaran oleh Saksi Kartono selaku Kepala 

Desa dan direalisasikan 100%. Bahwa oleh karena pada tahun 

anggaran 2019 pembangunan gedung serbaguna tersebut tidak 

selesai kemudian pekerjaannya dilanjutkan oleh adiknya Heriyanto 

dan selesai dikerjakan pada bulan Februari tahun 2020; 

       Menimbang, bahwa setelah pekerjaan pembangunan gedung 

serbaguna tersebut selesai, kemudian diserahterimakan dari 

Terdakwa I Irwin alias Virga selaku Ketua TPK kepada saksi 

Kartono selaku Kepala Desa pada 28 Februari 2020 tanpa melihat 

kualitas fisik dari pekerjaan tersebut apakah benar-benar sesuai 

dengan perencanaan dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan 

guna melengkapi administrasi Laporan Pertanggungjawaban 

Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian Terdakwa I 

Irwin dan Terdakwa II Tomy Nopriansyah selaku TPK atas 

perintah dari Saksi melalui saksi Supiran melakukan rekayasa nota-

nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ 

yang disesuaikan dengan RAB dan terhadap pembangunan gedung 

serbaguna tersebut telah diserahterimakan dari Terdakwa I Irwin 

selaku Ketua TPK kepada Saksi Kartono selaku Kepala Desa 
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Lampok terdapat item pekerjaan yang belum 100% dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan dan RAB; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut diatas maka unsuru “perbuatan melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut serta melakukan” yang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum.
69

 

c. Fakta Hukum 

       Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan fakta yang 

terungkap di persidangan bermula bahwa Para Terdakwa, 

Terdakwa I Irwin selaku Ketua dan Terdakwa II Tommy selaku 

Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan 

Pembangunan Gedung Serbaguna Pada Tahun 2019 Anggaran 

2019 yang bersumber dari Dana Desa (APBDes).  

       Bermula ketika Para Terdakwa menunjuk secara sepihak 

Heriyanto (DPO) selaku ponakan dari Saksi Kartono Kepala Desa 

Lampok tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang dan 

jasa tingkat desa untuk melakukan pekerjaan pemborongan hanya 

dengan surat perjanjian pembangunan gedung serbaguna yang 

dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembila 

puluh lima juta rupiah) tanpa jangka waktu dan schedule progress, 
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yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Kartono selaku Kepala 

Desa lampok.  

       Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan APBDes tidak 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang bertentangan 

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

Keuangan Desa karena Para Terdakwa atas perintah Saksi Kartono 

melakukan rekayasa nota-nota atau bukti-bukti pendukung yang 

dilampirkan di LPJ disesuaikan dengan Rincian Anggaran dan 

Biaya sehingga bukti-bukti ataua nota-nota tidak sah dan 

kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah 

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 108.853.845,- 

(seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga delapan ratus 

empat puluh lima rupiah).
70

 

d. Analisis 

       Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Para 

Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan 

(TPK) dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi 

secara bersama-sama. Peran terdakwa jelas berkaitan dengan 

kedudukan Para Terdakwa yang saat itu sebagai Ketua dan 

Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan pembangunan gedung serba 

guna Desa lampok dalam perbuatan bersama-sama dengan Saksi 

Kartono selaku Kepa Desa Lampok. Maka Terdakwa berkualitas 
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sebagai turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). Kualitas 

medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi : 

1) Terdapat kerja sama yang erat antara Para Terdakwa dengan 

Saksi Kartono didasarkan meeting of mind. 

2) Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara 

bersama-sama (gezamenlijke uitvoering) yakni melakukan 

rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung kemudian 

dilampirkan dalam LPJ yang disesuaikan dengan RAB, serta 

pembuatan perjanjian pembangunan gedung serba guna Desa 

lampok yang tidak memuat batas waktu pengerjaan dan 

schedule pengerjaan. 

 

ANALISIS  
 

Berdasarkan data dari 10 (sepuluh) putusan Hakim mengungkap 

bahwa para terdakwa dalam kedudukannya sebagai “orang yang bersama-

sama” melakukan tindak pidana korupsi. Kerja sama yang dilakukan oleh 

para terdakwa didasarkan atas kesadaran sehingga dibuktikan dua bentuk 

kesengajaan atau kesengajaan ganda (double opzet) sebagai partisipasi 

terhadap kejahatan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh hakim melalui 

putusannya. Kesengajaan (Opzet) sebagaimana ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tahun 1809 menegaskan “kesengajaan ialah 

kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-



106 

 

perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.
71

 Dua 

bentuk kesengajaan atau kesengajaan ganda (double opzet) sebagaimana 

“Agentes et consentientes pari poena plectenture atau consentientes et 

agentes pari poena plectentur” bermakna bahwasannya pihak yang 

bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan sanksi pidana 

atau hukuman yang sama. Sehingga dua bentuk kesengajaan atau 

kesengajaan ganda (double opzet) menurut Moeljanto kesengajaan yang 

pertama didasarkan atas subjectief onrechtselement atau unsur melawan 

hukum subjektif yakni terletak pada sikap batin para pelaku, sedangkan 

kesengajaan yang kedua didasarkan atas objectif onrechtselement atau 

unsur melawan hukum objektif yakni terletak adanya kerja sama yang 

nyata antar para pelaku.
72

 Disamping itu sebagaimana dikutip oleh (PAF. 

Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54) 

kesengajaan ganda (double opzet) yang dimaksud yaitu :  

1. Kesengajaan yang tertuju pada kerja sama yang erat dapat diartikan 

sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja 

yang didasarkan atas kesadaran dan pengetahuan para terdakwa sadar 

dan tahu bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukannya memiliki 

maksud dan tujuan. Sehingga dalam hal ini hakim mengungkap adanya 

keterkaitan perbuatan antara para terdakwa dalam kedudukannya para 

terdakwa dinyatakan sebagai “orang yang bekerja bersama-sama” 

melakukan perbuatan pidana didasarkan adanya meeting of mind atau 
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 Ayu Efritadewi, Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 15. 
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 Mahrus Ali, Op. Cit , hlm. 48.  

 



107 

 

kesepakatan. Meeting of mind atau kesepakatan didasarkan atas : 

adanya kerja sama, perbuatan atas dasar kesengajaan, dan pembagian 

peran atas dasar kesepakatan. Di samping itu, untuk dapat menjatuhkan 

pidana kepada pelaku peserta bukan hanya atas kerja sama yang erat 

saja melainkan kerja sama tersebut harus lahir atas dasar kesadaran 

atau pengetahuan. 

2. Kesengajaan yang tertuju pada akibat yang ditimbulkan dapat diartikan 

sebagai kesadaran atau pengetahuan yang merujuk pada kejahatan itu 

sendiri dalam artian mereka yang turut terlibat sadar dan tahu 

bahwasannya keterlibatan atau keikutsertaannya bertujuan untuk 

mewujudkan tindak pidana (delict). Sehingga dalam hal ini Hakim 

mengungkap adanya keterkaitan perbuatan antara para terdakwa dalam 

kedudukannya sebagai pelaku turut serta (mede pleger) dalam tindak 

pidana korupsi akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian 

keuangan negara atau perekonomian negara.
73 

       Hakim dalam mengungkap keterkaitan perbuatan para terdakwa 

dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sebagaimana dakwaan 

primair maupun subsidaritas yang terbukti menyatakan “para terdakwa 

melakukan perbuatan bersama-sama” sebagaimana ketentuan Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta 
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 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mtr, Op. Cit, hlm 155. 
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melakukan (medepleger) 
74

 karena menyangkut dua orang atau lebih 

yang dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi untuk dapat dikatakan 

sebagai pelaku turut serta maka tiap-tiap pelaku peserta harus 

memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHP.
 75 

       Sikap yang tepat untuk mengkualifikasi para terdakwa dalam kualitas 

sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam kasus 

tindak pidana korupsi bertujuan untuk dapat dipenuhinya persyaratan dari 

medepleger yakni adanya kerja sama yang erat yang dilakukan secara 

sadar (bewuste samenwerking) dan ada pelaksanaan bersama-sama secara 

fisik (gezamenlijkeuitvoering).
76

 Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku 

peserta memiliki kontribusi kuat sebagai bentuk keikutsertaan dalam 

mewujudkan tindak pidana karena tanpa turut serta perbuatan tidak akan 

terwujud dengan sempurna.
77 

       Penerapan ajaran turut serta dalam 10 (sepuluh) putusan ini 

menunjukkan adanya persamaan pandangan antara penuntut umum dan 

hakim dari cara pengungkapan kualitas pelaku. Untuk memperoleh 

kejelasan kualitas para terdakwa sebagai pelaku peserta dalam konstruksi 

deelneming, maka diungkap mengenai peran para terdakwa dalam 

mewujudkan tindak pidana korupsi. Peran para terdakwa jelas berkaitan 

dengan kedudukan para terdakwa, sehingga peran para terdakwa 
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berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana 

(medepleger) berdasarkan dua persyaratan yang dipenuhi, yaitu : 

1. Terdapat kerja sama yang erat antar para terdakwa 

Kerja sama yang erat tidak mensyaratkan harus adanya suatu 

permufakatan terlebih dahulu melainkan cukup pada adanya unsur 

saling pengertian tiap peserta pada saat dilakukannya perbuatan agar 

dicapainya suatu tujuan yang sama. 

2. Para terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama 

Perbuatan secara fisik menitiberatkan pada pelaksanaan perbuatan 

tiap peserta saling erat meskipun antara perbuatan para peserta ini 

berbeda, akan tetapi perbuatan para peserta didasarkan atas kehendak 

bersama sehingga menciptakan perbuatan pidana.
78

 Kerja sama fisik 

tersebut bukan didasarkan atas kebetulan semata melainkan didasarkan 

atas kesepakatan bersama yang sebelumnya telah direncanakan.
79

 

No  Putusan Dua bentuk kesengajaan (double opzet) 

1.  13/Pid-Sus-TPK/2019/PN. Mtr 

Atas nama Terdakwa I 

Kaharudin dan Terdakwa II 

Mukhlisin 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa I Kaharudin dan Terdakwa 

II Mukhlisin didasarkan meeting of 

mind. 

2. Para Terdakwa telah melakukan 

perbuatan fisik secara bersama-sama 
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dengan merubah RAB dan gambar 

bangunan. Bahwa pada saat 

dilaksanakannya bimbingan teknik di 

Bandung pada Juni 2012 Terdakwa II 

Mukhlisin memberikan masukan 

kepada Terdakwa I Kaharudin jika 

pembangunan akan dilaksanakan 

mengikuti Juklak/Juknis dengan pagu 

anggaran RP. 800.000.000,- (delapan 

ratus juta rupiah) maka pembangunan 

tidak akan selesai dengan lokal 

bangunan yang akan dibangun terlalu 

banyak. Dengan demikian, Terdakwa 

I Kaharudin meminta Terdakwa II 

Mukhlisin untuk merubah RAB dan 

gambar bangunan. 

2.  

 

1/ Pid-Sus-TPK/2019/PN. Mtr 

Atas nama Terdakwa Hasnah 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa dengan Saksi I Gede 

Laken, M. Ali Jafar, Saksi Evi 

Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati 

didasarkan meeting of mind. 

2. Terdakwa telah melakukan perbuatan 

fisik secara bersama-sama yakni 
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dengan mengusahakan, 

mengupayakan, dan membantu 

pencairan kredit dengan dokumen 

persyaratan fiktif (palsu atau 

dipalsukan) menerangkan melalui 

surat pernyataan atau keterangan serta 

surat pendukung lainnya dengan 

maksud agar Saksi Evi Rahmawati 

dan Saksi Rita Elmiati seolah-olah 

berdinas atau bertugas di Dinas 

Peternakan Kab. Bima padahal Saksi 

Evi Rahmawati dan Saksi Rita 

Elmiati berdinas atau bertugas di 

Dinas Kesehatan Kab. Bima. Di 

samping itu perbuatan Saksi I Gede 

Laken dan M. Ali Jafar sebagai orang 

dalam pejabat Bank  NTB Cabang 

Bima dan I Gede Laken (Jabatan 

Bagian Analis dan Kepala Kredit 

Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak 

melakukan verifikasi berjenjang 

sesuai asas on the spot yakni 

pengenalan nasabah. 
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3.  2/ Pid-Sus-TPK/2019/PN. Mtr 

Atas nama Terdakwa I Evi 

Rahmawati dan Terdakwa II 

Rita Elmiati 

 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa dengan Saksi Hasnah, I 

Gede Laken dan M. Ali Jafar 

didasarkan meeting of mind.  

2. Para Terdakwa telah melakukan 

perbuatan fisik secara bersama-sama 

dengan menerima atau menikmati 

fasilitas kredit masing-masing sebesar 

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dari bank NTB Cab. Bima 

dengan melakukan pemalsuan 

dokumen dalam pengajuan pinjaman 

bahwa Para Terdakwa tidak sedang 

bertugas atau berdinas di Dinas 

Peternakan melainkan di Dinas 

Kesehatan Kab. Bima dengan dibantu 

Saksi Hasnah dengan cara 

memalsukan serta menerangkan 

melalui surat pernyataan atau 

keterangan serta surat pendukung 

lainnya seolah-olah Terdakwa I Evi 

Rahmawati bekerja atau bertugas di 

Dinas Peternakan. Sementara Saksi I 
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Gede Laken dan M. Ali Jafar sebagai 

orang dalam pejabat Bank  NTB 

Cabang Bima dan I Gede Laken 

(Jabatan Bagian Analis dan Kepala 

Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan 

tidak melakukan verifikasi berjenjang 

sesuai asas on the spot yakni 

pengenalan nasabah. 

4. 31/ Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr 

Atas nama Terdakwa I Gede 

Laken 

 

 

1. Terdapat kerjasama yang erat antara 

Terdakwa dengan M. Ali Jafar, 

Hasnah, Evi Rahmawati dan Rita 

Elmiati didasarkan atas meeting of 

mind. 

2. Terdakwa telah melakukan perbuatan 

fisik secara bersama-sama dan tujuan 

yang sama yakni menerima atau 

menikmati fasilitas kredit dari Bank 

NTB Cab. Bima dengan tidak 

melakukan verifikasi berjenjang 

sesuai asas on the spot yakni 

pengenalan nasabah. Sementara 

perbuatan Saksi Hasnah, Saksi Rita 

Elmiati dan Saksi Evi Rahmawati 
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membuat dokumen-dokumen 

persyaratan fiktif (palsu atau 

dipalsukan) dengan cara memalsukan 

seolah-olah Saksi Evi Rahmawati dan 

Rita Elmiati bekerja atau bertugas di 

Dinas Peternakan Kab. Bima. 

5. 33/ Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr 

Atas nama Terdakwa I Drs. H. 

Irfun dan Terdakwa II Fifi 

Faridah 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa I H. Irfun dan Terdakwa II 

Fifi Faridah dengan Saksi Drs. H. 

Yaman H. Mahmud didasarkan atas 

meeting of mind. 

2. Para Terdakwa telah melakukan 

perbuatan fisik secara bersama-sama 

dengan melakukan pemotongan dana 

dalam penyaluran pemberian bantuan 

tunjangan profesi guru tanpa dasar 

yang jelas secara sepihak atas perintah 

Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud. 

6. 34/ Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr 

Atas nama Terdakwa Drs. H. 

Yaman H. Mahmud 

 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa dengan Saksi H. Irfun dan 

Fifi Faridah didasarkan atas meeting 

of mind. 

2. Terdakwa telah melakukan perbuatan 
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fisik secara bersama-sama dengan 

memberikan perintah kepada Saksi H. 

Irfun dan Fifi Faridah untuk 

melakukan pemotongan dana dalam 

penyaluran pemberian bantuan 

tunjangan profesi guru tanpa dasar 

yang jelas secara sepihak. 

7. 15/ Pid-Sus-TPK/2020/PN.Mtr 

Atas nama Terdakwa Mastur 

 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa dengan Johari Maknun. 

2. Terdakwa telah melakukan perbuatan 

fisik secara bersama-sama dengan 

memanipulasi nota pembelanjaan 

yang tidak sesuai dengan 

pelaksaannya yang kemudian 

disesuaikan dengan RAB. Terdakwa 

Mastur menadatanganinya sedangkan 

Saksi Johari Maknun yang membuat 

dan menyusun nota pembelanjaan. 

8. 5/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mtr 

Atas nama Terdakwa Johari 

Maknun 

 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa dengan Saksi Mastur 

didasarkan meeting of mind. 

2. Terdakwa telah melakukan perbuatan 

fisik secara bersama-sama dengan 
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memanipulasi nota pembelanjaan 

yang tidak sesuai dengan 

pelaksaannya untuk kemudian 

disesuaikan dengan RAB. Terdakwa 

yang membuat dan menyusun nota 

pembelanjaan, kemudian Saksi 

Mastur yang menadatanganinya. 

 

9. 2//Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mtr 

Atas nama Terdakwa Kartono 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Terdakwa dengan Saksi Irwin dan 

Saksi Tommy didasarkan meeting of 

mind. 

2. Terdakwa telah melakukan perbuatan 

fisik secara bersama-sama dengan 

merekayasa nota-nota atau bukti-bukti 

pendukung kemudian dilampirkan 

dalam LPJ yang disesuaikan dengan 

RAB, serta pembuatan perjanjian 

pembangunan gedung serba guna 

Desa lampok yang tidak memuat 

batas waktu pengerjaan dan schedule 

pengerjaan. 
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3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mtr 

Atas nama Terdakwa I Irwin 

dan Terdakwa II Tommy 

Nofriansyah 

 

 

1. Terdapat kerja sama yang erat antara 

Para Terdakwa dengan Saksi Kartono 

didasarkan meeting of mind. 

2. Para Terdakwa telah melakukan 

perbuatan fisik secara bersama-sama 

(gezamenlijke uitvoering) yakni 

melakukan rekayasa nota-nota/bukti-

bukti pendukung kemudian 

dilampirkan dalam LPJ yang 

disesuaikan dengan RAB, serta 

pembuatan perjanjian pembangunan 

gedung serba guna Desa lampok yang 

tidak memuat batas waktu pengerjaan 

dan schedule pengerjaan. 

 

       Dengan demikian berdasarkan ke-10 (sepuluh) putusan sebagaimana di atas 

kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah diikuti oleh Hakim. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan kajian terhadap objek ke-10 (sepuluh) putusan bahwa 

Hakim telah mempertimbangkan di dalam pertimbangan hukumnya 

mengenai adanya syarat kesengajaan ganda (double opzet) sebagai 

persyaratan dipenuhinya delik penyertaan.  

B. Saran 
1. Perlu bagi hakim bukan hanya sebatas menyatakan bahwa seseorang 

itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

korupsi melainkan bagaimana mengungkap kerja sama antar tiap 

pelaku peserta dalam kasus tindak pidana korupsi hal ini berkaitan 

dengan pertanggungjawaban pidana. 

2. Bahwa penentuan kedudukan atau kategorisasi antar pelaku bertujuan 

agar jaksa atau hakim tidak kesulitan meminta pertanggungjawaban 

para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan berupa pidana harus benar-benar memenuhi rasa 

keadilan bukan hanya sekedar bagi terdakwa, melainkan juga bagi 

masyarakat luas karena perkara tindak pidana korupsi menyangkut 

perampasan hak ekonomi serta sosial masyarakat karena merampas 

uang rakyat. 
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